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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata’ala, karena berkat
rahmat-Nya, kami bisa menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah
tahun 2026 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat sebagai kerangka acuan pencapaian visi dan misi
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Biro Hukum pada
khususnya. Hal mana Renja ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan
penyusunan anggaran selama 1 (satu) tahun ke depan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
sehingga Renja ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Renja ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami
harapkan demi sempurnanya Renja ini, dan penyusunan dokumen perencanaan lainnya
yang saling mendukung untuk perbaikan dan perubahan yang lebih baik lagi nantinya.

Semoga Renja ini memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan, baik
dari unsur aparatur pemerintah yang terkait, maupun masyarakat sebagai mitra kerja,
serta bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan
bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Padang, Mei 2025

Penyusun
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dorongan dan tuntutan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan bersih (good governance and clean government) terus berkembang,
dengan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima,
efesiensi, efektifitas, dan demokratis.

a. Pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintah
daerah, maka Biro Hukum menyusun rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah,
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja tahun 2025 disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, yang
diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) dan RPJMD Provinsi
Sumatera Barat. Program dan kegiatan yang telah tersusun pada tahun 2023
dengan tambahan ataupun perubahan nama kegiatan serta beberapa sub-sub
kegiatan yang diuraikan dari program dan kegiatan utama yang bertujuan untuk
menyelaraskan antara program dan kegiatan yang tertuang pada tugas pokok
dan fungsi dimaksud, meliputi : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Provinsi dan Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dalam kerangka acuan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan.
b. Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan
ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
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Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Rencana Perangkat
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: : Renstra Perangkat
Daerah dan Renja Perangkat Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (1),
huruf (d) dinyatakan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74, mencakup : penelaahan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah.
Tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :

i. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan

tim penyusun Renja Perangkat Daerah;

- Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah.

Anggota tim penyusun Renja Perangkat Daerah adalah pejabat dan
staf Perangkat Daerah yang benar-benar siap untuk bertugas secara
penuh dalam menyiapkan dokumen Renja Perangkat Daerah. Dengan
demikian yang dipilih adalah yang punya kesiapan waktu dan
kemampuan teknis yang cukup.

- Anggota tim yang dipilih diprioritaskan yang memiliki kompetensi,
mempunyai latar belakang pendidikan atau pengalaman di bidang
perencanaan daerah dan paham akan substansi tugas dan fungsi
Perangkat Daerah. Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap
bidang yang ada di masing-masing Perangkat Daerah, dan diketuai
oleh orang yang bertanggungjawab atas perencanaan di Perangkat
Daerah. Tim penyusun dibuat sesederhana mungkin dan bila
dipandang perlu dapat dibantu tenaga ahli advisor.

ii. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah.
Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah perlu diberikan kepada
tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja
Perangkat Daerah, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen perencanaan lainnya, mengetahui aspek-aspek regulasi yang
terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.
iii. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerabh;
- Jangka waktu penyelesaian dokumen Renja Perangkat Daerah sangat

ketat dan padat. Untuk itu perlu disusun agenda kerja yang merinci
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setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Perangkat

Daerah dengan satuan waktu sejak persiapan, sampai dengan

penetapan Renja Perangkat Daerah. Agenda kerja tersebut dapat

dituangkan dalam sebuah matrik kalender kegiatan.
Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
berdasarkan SIPD

Pengumpulan Data dan Informasi.

Setiap usulan program dan kegiatan perlu didukung data atau informasi

yang memadai dan akurat dari sumber yang dapat

dipertanggungjawabkan. Data atau informasi dikumpulkan sedemikian
rupa hingga memperlihatkan secara jelas capaian kinerja
penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang
menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas fungsi Perangkat

Daeranh.

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah

berikut :

e Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan
Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (check
list) untuk memudahkan dalam analisis.

e Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan.

e Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan
kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan

Renja Perangkat Daerah, antara lain:

e Peraturan perundang-undangan terkait.

Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait.

e Dokumen-dokumen.

e Dokumen-dokumen RKPD.

¢ Dokumen RKPD dan hasil evaluasi pelaksanaannya.

e Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun

sebelumnya.
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e Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun
sebelumnya.

o Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir.

e Data khusus lainnya dari setiap Perangkat Daerah yang
dibutuhkan.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD,
Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja

Provinsi/Kabupaten/Kota

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan rencana
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan, disinergikan,
dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai
bagian integral dari pembangunan nasional. Kementerian atau lembaga
pemerintah non kementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sebagaimana dimaksud melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.

Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud,
diperlukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga
pemerintah non kementerian dan daerah. Koordinasi teknis pembangunan
antara kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan daerah
sebagaimana dimaksud, dikoordinasikan oleh Menteri dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan.
Koordinasi teknis pembangunan antara daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota lingkup daerah provinsi
dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Koordinasi teknis
pembangunan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
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RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJM Nasional
karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan
menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana
Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi
perhatian Pemerintah Daerah dalam merancang pembangunan di daerah
sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan
untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari rencana pembangunan
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang selanjutnya
dirinci dalam rencana tahunan, yaitu RKPD.

RPJMD disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala
daerah, berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan
strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, serta kebijakan umum.
RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan
dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah,
terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan

pemerintah daerah.

Dokumen itu meliputi RPJPD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan
Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan dimaksud mencakup
3 (tiga) kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang 20 (dua puluh) tahun,
rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, dan rencana jangka pendek 1 (satu)
tahun. Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen
perencanaan membentuk keterkaitan yang bersifat hierarki, yaitu dokumen
dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen

dengan jangka waktu yang lebih pendek.
Tindak Lanjut Proses Penyusunan RAPBD

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun
sebelumnya, serta masalah yang dihadapi. Dalam menyusun Renja Perangkat
Daerah perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif,
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prakiraan maju, melakukan analisis serta penyelarasan program dan kegiatan
sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya pensinergian pencapaian sasaran
dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD tahun yang bersangkutan.
Renja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah menerjemahkan
perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat
Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Renja
menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah —
langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja
merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Perangkat Daerah. RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat
Daerah. Dokumen ini akan bermanfaat dalam rangka mewujudkan keterpaduan
dan mensinergikan berbagai pembiayaan pembangunan yang berasal dari
APBN maupun APBD. Program pembangunan yang tertuang dalam RKPD
menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi yang selanjutnya

menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2025.
1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026, peraturan perundang-undangan
yang digunakan sebagai rujukan adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019
Tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor
7);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
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8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Barat;.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

15. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-36-2025 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-225-2025 tentang
Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dimaksudkan untuk memberikan
acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka pendek Biro Hukum
pada tahun 2026. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan
kesinambungan kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum dan HAM

dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan
Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan tujuan memberikan arahan
dan pedoman teknis bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja
Perangkat Daerah) dan Rencana Operasional Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BABI : Pendahuluan
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Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat
Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan
antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra
Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan tindak lanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah,
serta pedoman vyang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja Perangkat Daerah.

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat

Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun
berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan.
Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
O Cakupan telaahan/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Tahun sebelumnya :
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
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2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya
atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan Perangkat
Daerah;

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan
Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK sesuai dengan PP
6/2008 dan PP 38/2007

Pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat
Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak
yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta
mengidentifikasi  permasalahan yang dihadapi  untuk
penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan
pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi
Untuk menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada NSPK,
SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PP No.
6/2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra
Perangkat Daerah dan/atau berdasarkan atas hasil analisis

standar kebutuhan pelayanan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah
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- Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah,
uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara
Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah kab/kota
serta dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dalam
rangka pencapaian kinerja pembangunan

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

- Dampaknya terhadap visi, misi lima tahunan pembangunan
provinsi, terhadap capaian program nasional/internasional,
seperti NSPK, SPM, dan SDGs

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

- Proses yang dilakukan, yaitu membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

- Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
misal: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak
terdapat dalam rancangan awal RKPD atau program dan
kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD namun
besarannya berbeda.

- Catatan penting juga diarahkan terhadap kemungkinan
perubahan aau penyesuaian atas tujuan dan sasaran
tahunan dalam Renja Perangkat Daerah (yang mungkin

tak lagi sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah).

11| Page




BAB III

Renja Biro Hukum Tahun 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

3.2.

3.3.

- Berisi uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan
yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari
kelompok masyarakat, terkait langsung dengan pelayanan
Perangkat Daerah provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari Perangkat Daerah kab/kota yang langsung
ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah
provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang kab/kota (bila sudah dilakukan)

- Deskripsi yang perlu disajikan pada sub bab ini, antara lain:

a. Penjelasan tentang proses bagaimana program/kegiatan
usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-

isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah.

: Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional, serta yang terkait dengan tupoksi

Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah dikaitkan

dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Berisi nama program dan kegiatan, baik untuk belanja langsung

perkantoran/manajerial maupun urusan sesuai tugas dan fungsi

Perangkat Daerah.

O Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan misal:

v' Pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun
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: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

: Penutup
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Pencapaian SDGs

Pengentasan kemiskinan

Pencapaian NSPK dan SPM
Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
Pengembangan daerah terisolir

dst

O Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

D N N N N NN

antara lain meliputi:
v" Jumlah program dan jumlah kegiatan
v’ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
v' Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya
Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif

maupun kombinasi keduanya

Rencana kerja dan pendanaan Daerah mencakup program, kegiatan,
indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok
sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak

mengalami perubahan.

Berisi uraian penutup, berupa:

O Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan

O Kaidah-kaidah pelaksanaan

O Rencana tindak lanjut
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENJA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Biro Hukum
Setda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas
kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan
yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja
yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah
untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target
kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2026, hasil
evaluasi kinerja pada tahun 2024 menjadi salah satu input penting untuk
menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Rencana Kerja Biro Hukum tahun 2024 adalah melaksanakan program secara
bertahap sesuai dengan kemampuan dan dukungan dana, baik dari APBD maupun
dari sumber lainnya yang sah. Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, visi, dan
misi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 1
(satu) program, 8 (delapan) kegiatan, dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan pada
belanja rutin/penunjang urusan, serta 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan, dan 6
(enam) sub kegiatan pada belanja urusan, dengan total 2 program, 10 kegiatan, dan
28 sub kegiatan di tahun 2024 (Renja Awal) dan menjadi 25 sub kegiatan pada
Renja Perubahan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja Biro
Hukum telah baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian kinerja masing - masing
kegiatan cukup tinggi, dimana rata - rata tingkat capaian masing - masing indikator
di atas 90% walaupun hasil yang diharapkan belum optimal namun sasaran yang

diharapkan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik.
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Capaian kinerja indikator hasil (outcomes) dapat digambarkan sebagai berikut :
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah = 100%
1.2.  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD = 100%
1.3.  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah = 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujianverifikasi Keuangan SKPD
= 100%
2.2. Koordinasi dan  Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
[Triwulan/Semesteran SKPD = 100%
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.1.  Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD = 0%
3.2.  Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD = 100%
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi =
53,33%
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 70 %
5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga = 85,71%
5.3.  Penyediaan Bahan Logistik Kantor = 100%
5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan = 70%
5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan =
100%
5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD = 100%
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 77,78%
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.1.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat = 232,10%

7.2.  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik = 0%

15| Page




SN
Renja Biro Hukum Tahun 2026

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan = 100%

8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya = 100%

ll. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
9. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan
9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan = 55.38%
9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan = 117,25%
9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya = 100%
9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota = 198,75%
10. Fasilitasi Bantuan Hukum
10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum = 200%
10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM = 100%

dengan jumlah dukungan dana awal sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua Milyar
Empat Ratus Juta Rupiah), dan pagu anggaran terakhir pada perubahan APBD
tahun 2024 sebesar Rp. 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
dengan tingkat capaian kinerja (target) sebesar 99,46%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, diperlukan analisis pencapaian
akuntabilitas kinerja dengan cara pengukuran kinerja dalam menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat yang diarahkan pada indikator — indikator masukan, keluaran, hasil,
dan  sasaran kinerja  program, kegiatan maupun  sub  kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja dapat dilihat pada tabel T-C. 29 berikut :
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BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2024 S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)

Renja Biro Hukum Tahun 2026

PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
TARGET REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PERANGKAT
KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET DAERAH SAMPAI
CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN Plggé;sz?{!oﬁwclzgn:gl PROGRAM HASIL PROGRAM BERJALAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB (RENSTRA PROGRAM
KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN . . .
KEGIATAN PERANGKAT DAN Realisasi Tingkat
KEGIATAN . . . . (RENJA SKPD . .
DAERAH KELUARAN Target Renja | Realisasi Renja TAHUN 2025) Capaian Capaian
TAHUN 2021-|KEGIATAN S/D| Perangkat Perangkat Tingkat Program dan | Realisasi
2026 TAHUN 2023 |Daerah Tahun| Daerah Tahun | Realisasi (%) Kegiatan s.d. Target
2024 2024 Tahun Berjalan| Renstra
(Tahun 2025) (%)
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase ketercapaian penunjang 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
DAERAH PROVINSI urusan pemerintahan daerah provinsi
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase sinkronisasi perencanaan 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Kinerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan kinerja perangkat
daerah
4.01.01.1.01.01 a |Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat [ Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100,00% 9 dokumen 9 dokumen 100%
Daerah Daerah yang disusun
4.01.01.1.01.02 b |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun 1 dokumen 1 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 100,00% - - -
SKPD
4.01.01.1.01.03 ¢ |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD 1 dokumen 1 dokumen - - - - - -
Perubahan RKA-SKPD yang disusun
4.01.01.1.01.04 d |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD yang 1 dokumen 1 dokumen - - - - - -
disusun
4.01.01.1.01.05 e |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- |Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD 1 dokumen 1 dokumen - - - - - -
SKPD yang disusun
4.01.01.1.01.06 f |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian [Jumlah dokumen capaian kinerja 6 dokumen 6 dokumen 15 dokumen 15 dokumen 100,00% 9 laporan 9 laporan 100%
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Perangkat Daerah yang disusun (Jumlah
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD)
4.01.01.1.01.07 g |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah 9 dokumen 9 dokumen - - - 6 Laporan 6 Laporan 100%
yang disusun (Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah)
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PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET

TARGET REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PERANGKAT
KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET DAERAH SAMPAI
CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PI:ch;g:\Tn?:)ﬁngnﬁ) ' PROGRAM HASIL PR AN BERJALAN
KODE DAERAH DAN PROGRAMWKEGIATAN/SUB (RENSTRA PROGRAM
KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN . . .
KEGIATAN KEGIATAN PERANGKAT DAN (RENJA SKPD Realisasi Tingkat
DAERAH KELUARAN | Target Renja |Realisasi Renja TAHUN 2025) Capaian Capaian
TAHUN 2021-|KEGIATAN S/D| Perangkat Perangkat Tingkat Program dan | Realisasi
2026 TAHUN 2023 |Daerah Tahun| Daerah Tahun |Realisasi (%) Kegiatan s.d. | Target
2024 2024 Tahun Berjalan| Renstra
(Tahun 2025) (%)
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Keuangan
401011.0202 a|Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas [Jumlah ASN yang mendapatkan honor 8 orang 7 orang 5 orang 5 orang 100,00% - - -
ASN
401011.0203 b |Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan - - - - - ® ® ®
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
401011.0205 ¢ |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan |Jumlah laporan keuangan Perangkat 1 dokumen 1 dokumen - - - - - -
Akhir Tahun SKPD Daerah yang disusun
401011.0207 d|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan|Jumlah Laporan keuangan 17 laporan 17 laporan 18 laporan 18 laporan 100,00% 18 laporan 18 laporan 100%
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD bulanan/triwulanan/semesteran yang
disiapkan (Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan
KeuanganBulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD)
4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Tertib Administrasi 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah
401011.0301 a|Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang  [Jumlah dokumen Usulan RKBMD 4 dokumen 4 dokumen - - - - - -
Milik Daerah SKPD Pengadaan, Pemeliharaan,
Pemindahtanganan, Pemanfaatan dan
Penghapusan serta Perhitungan Standar
Kebutuhan yang disusun
401011.0302 b |Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah unit yang dilakukan penjagaan 2 Unit 2 Unit 3 Unit 2 Unit 100,00% 2 Unit/Dokumen 2 Unit/Dokumen 100%

(Jumlah Dokumen Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD)
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KODE

401011.03 04

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB

KEGIATAN

o

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD

INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME)/
KEGIATAN (OUTPUT) /SUB
KEGIATAN

Jumlah Pengelola BMD SKPD yang
dibayarkan honornya (Jumlah Laporan
Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan
Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD)

TARGET
KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2021-
2026

REALISASI
TARGET
KINERJA

HASIL
PROGRAM
DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2023

TARGET DAN REALISASI KINERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Target Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2024

Realisasi Renja
Perangkat
Daerah Tahun
2024

Tingkat

Realisasi (%)

TARGET
PROGRAM
DAN
KEGIATAN
(RENJA SKPD
TAHUN 2025)

PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT
DAERAH SAMPAI
DENGAN TAHUN

BERJALAN
Realisasi Tingkat
Capaian Capaian

Program dan | Realisasi

Kegiatan s.d. | Target
Tahun Berjalan| Renstra

(Tahun 2025) (%)

Tugas dan Fungsi

Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan

401011.0305 d [Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang [Jumlah dokumen laporan barang milik 2 dokumen 2 dokumen - - - - -
Milik Daerah pada SKPD daerah
401011.0306 e |Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah dokumen laporan penatausahaan - - 2 Dokumen; 2 Dokumen; 100,00% 8 Dokumen 8 Dokumen 100%
SKPD barang milik daerah SKPD; Jumlah 4 Dokumen 4 Dokumen
dokumen pengadaan dan pemeliharaan
Barang Milik Daerah pada SKPD (Jumlah
Laporan Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD)
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah [Persentase ASN yang mengikuti 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
bimtek
401011.0502 a|Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - - 4 Kali 1 Kali 100,00% - - -
401011.0504 b |Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Jumlah ASN yang mengikuti 7 Orang 6 Orang 5 Orang 5 Orang 100,00% - - -
Perundang-Undangan sosialisasi/bimtek (Jumlah Orang yang
Mengikuti Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan)
401011.0509 ¢ |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan|Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan - - - - - 10 Orang 10 Orang 100%
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PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
TARGET REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PERANGKAT
g:‘,:i‘?:ﬁ I::IT;;:E"; PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET géﬁgﬁ: _Srﬁl\:'l;ﬁ';l
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN P':g;gxr“ﬁ"‘ KINERJA PROGRAM HASIL PROGRAM BERJALAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB (QUTCOME)/ (RENSTRA PROGRAM DAN
KEGIATAN KEG'AT"'\("I‘EécI’::::T) /sus PERANGKAT DAN (R'fziil.:-ls—ﬁ’;o Realisasi Tingkat
DAERAH KELUARAN Target Renja | Realisasi Renja . TAHUN 2025) Capaian Cap_aian_
TAHUN 2021- KEGIATAN S/D Perangkat Perangkat Tingkat Program dan Realisasi
2026 TAHUN 2023 Daerah Tahun| Daerah Tahun | Realisasi (%) Kegiatan s.d. Target
2024 2024 Tahun Berjalan Renstra
(Tahun 2025) (%)
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah
40101 1.06 02 a |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan - - 13 Unit 13 Unit 100,00% 2 Paket 10 Unit/ Paket 100%
Kantor Kantor yang disediakan, dan Jumlah
Peralatan Rumah Tangga yang
disediakan; Jumlah Peralatan Rumah
Tangga yang disediakan (Jumlah Paket
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan)
401011.06 03 b |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang 5 Unit 5 Unit - - - 3 Paket 3 Paket 100%
disediakan (Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang Disediakan)
40101 1.06 04 c |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan/jenis Logistik Kantor yang 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 6 Paket 6 Paket 100%
disediakan (Jumlah Paket Bahan
Logistik Kantor yang Disediakan)
40101 1.06 05 d|Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Jenis 7 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100% 8 Paket 8 Paket 100%
yang disediakan (Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan yang
Disediakan)
40101 1.06 06 e |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah/Jenis Bahan Bacaan dan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 6 Dokumen 6 Dokumen 100%
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan yang
disediakan (Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan)
40101 1.06 09 f |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah laporan hasil koordinasi dan 24 Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 24 Dokumen 100% 50 Laporan 50 Laporan 100%
Konsultasi SKPD konsultasi (Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD)
401011.06 10 g |Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Arsip Dinamis SKPD yang dikelola - - - - -| 1000 Dokumen 1000 Dokumen 100%
(Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD)
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PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET
TARGET REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA RENSTRA PERANGKAT
:;IANPI?A'TX: Iﬁu‘;iﬁ; PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023 TARGET I;;I:I;il:. iﬁﬂi}:‘l
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN P':g'é;f;:‘oﬁ[l'_"fg;lg)l PROGRAM HASIL PROGRAM BERJALAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB (RENSTRA PROGRAM
KEGIATAN KEGIATAN (OUTPUT) /SUB PERANGKAT DAN HKEGIATAN Realisasi Tingkat
KEGIATAN . . . . (RENJA SKPD > K
DAERAH KELUARAN Target Renja |Realisasi Renja . TAHUN 2025) Capaian Capaian
TAHUN 2021-(KEGIATAN S/D Perangkat Perangkat Tingkat Program dan | Realisasi
2026 TAHUN 2023 |Daerah Tahun| Daerah Tahun |Realisasi (%) Kegiatan s.d. Target
2024 2024 Tahun Berjalan| Renstra
(Tahun 2025) (%)
4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase ketersediaan Barang 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah sesuai dengan
perencanaan
40101 1.07 02 |a|Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Kendaraan dinas operasional 1 Unit 1 Unit - - - - - -
atau Lapangan atau lapangan baru
401011.07 05 |b|Pengadaan Mebel Jumlah Mebel 4 Unit 16 Unit - - - - - -
40101 1.07 06 |c|Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Unit 11 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 5 unit 5 unit 100%
baru (Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang Disediakan)
4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
40101 1.08 01 a|Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat-surat masuk dan surat- 1000 surat 1000 surat 1000 surat 1000 surat 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 100%
surat keluar dalam 1 tahun (Jumlah
Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat)
40101 1.0802 |b|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya|Jumlah rekening tagihan telefon/fax 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 1 Rekening 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 100%
Air dan Listrik yang dibayarkan (Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan)
40101 1.08 03 |c|Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - - - - - - - -
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
401011.08 04 |d|Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor - - - - - - - -
yang tersedia (Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan)
4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |yang berkondisi baik
401011.09 01 |a|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan dinas jabatan yang 1 Unit 1 Unit - - - - - -
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dipelihara
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
40101 1.09 02 |b|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas operasional 4 Unit 4 Unit 8 Unit 8 Unit 100,00% 7unit 7unit 100%
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau lapangan yang dipelihara (Jumlah
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya)
4 0101 1.09 06 |c|Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan 9 unit 9 unit 20 unit 20 unit 100,00% 12 unit 20 unit 100%
Mesin Lainnya (Jumlah Peralatan dan
Mesin Lainnya yang Dipelihara)
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PERKIRAAN REALISASI
CAPAIAN TARGET

TARGET REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA
KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 TARGET DEE:‘?\L'RS‘:;ES\?SCE;?SZN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB (OUTCOME)/ KEGIATAN (RENSTRA PROGRAM KE gl‘:‘# AN
KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN PERANGKAT DAN Realisasi Tingkat
DAERAH KELUARAN j isasi § (RENJA SKPD i i
Target Renja | Realisasi Renja TAHUN 2025) Capaian Capaian
TAHUN 2021- | KEGIATAN S/D Perangkat Perangkat Tingkat Program dan | Realisasi
2026 TAHUN 2023 |paerah Tahun| Daerah Tahun | Realisasi (%) Kegiatan s.d. Target
2024 2024 Tahun Berjalan Renstra
(Tahun 2025) (%)
4.01.05 |PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM |Persentase ketercapaian fasilitasi 90% 90% 90% 90% 100% 90% 90% 100%
dan koordinasi hukum
4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang- Persentase produk hukum daerah 90% 95,53% 100% 10517% 10517% 100% 100% 100%
Undangan yang diselesaikan
4.01.05.1.0101 |a|Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Dokumen usulan propem perda 1 Dokumen; 10 1 Dokumen; 7 15 Perda; 7 Perda; 55,38% 65 Dokumen 65 Dokumen 100%
Pengaturan dilingkungan pemerintah daerah, Perda; 60 Perda; 39 Pergub;| 50 Pergub (65 29 Pergub (36
Jumlah Perda Provinsi, Jumlah Pergub |Pergub; 70 PHD| 46 PHD Provinsi Dokumen) Dokumen)
Provinsi, Jumlah produk hukum daerah Provinsi
provinsi yang dievaluasi dan diklarifikasi
oleh Pusat (Jumlah Produk Hukum
Pengaturan yang Disusun)
4.01.05.1.0102 |b|Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Keputusan Gubernur yang 750 Kepgub 1083 Kepgub 800 Kepgub 938 Kepgub 117,25% 800 Dokumen 800 Dokumen 100%
Penetapan ditetapkan (Jumlah Produk Hukum
Penetapan yang Disusun)
4.01.05.1.0103 |c|Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah produk hukum daerah yang 160 buku; 46 |160 buku; 46 PHD| 160 Dokumen 160 Dokumen 100,00% 160 Dokumen 160 Dokumen 100%
Naskah Hukum Lainnya diinformasikan melalui buku dan situs PHD Provinsi/ | Provinsi/ Tahun
JDIH; Jumlah produk hukum daerah Tahun
yang diinformasikan melalui situs
JDIH (Jumlah Produk Hukum yang
Didokumentasi dan Dikelola
Informasi Hukumnya)
4.01.05.1.0104 |d |Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Jumlah Draft/Rancangan produk hukum | 60 Draft PHD 60 Draft PHD 80 Dokumen 159 Dokumen 198,75% 80 Dokumen 80 Dokumen 100%

Kabupaten/Kota

daerah Kab/Kota yang difasilitasi;
Jumlah Perda kab/kota yang
diklarifikasi; Jumlah Perkada/peraturan
DPRD Kab/Kota yang diklarifikasi;
Jumlah Ranperda kab/kota yang
dievaluasi (Jumlah Produk Hukum
Kabupaten/Kota yang Difasilitasi

Kab/Kota; 3
Perda Kab/Kota;
5
Perkada/DPRD
Kab/Kota; 20
Ranperda
Kab/Kota

Kab/Kota; 0 Perda
Kab/Kota; 2
Perkada/DPRD
Kab/Kota; 25
Ranperda
Kab/Kota
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PERKIRAAN REALISASI
TARGET REALISASI TARGET DAN REALISASI KINERJA R R T
KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 TARGET DAERAH SAMPAI DENGAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM HASIL DAN
KODE DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB (OUTCOME)/ KEGIATAN (RENSTRA PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN (OUTPUT) /SUB KEGIATAN PERANGKAT DAN (RENJA SKPD Realisasi Tingkat
DAERAH KELUARAN Target Renja | Realisasi Renja TAHUN 2025) Capaian Capaian
TAHUN 2021- | KEGIATAN S/D Perangkat Perangkat Tingkat Program dan | Realisasi
2026 TAHUN 2023 |paerah Tahun| Daerah Tahun | Realisasi (%) Kegiatan s.d. Target
2024 2024 Tahun Berjalan Renstra
(Tahun 2025) (%)
4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase penanganan perkara 90% 110% 100% 100% 150,00% 100% 100% 100%
dan Persentase bantuan hukum
yang diselesaikan
4.01.05.1.0201 |a|Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah perkara yang ditangani (Jumlah| 10 Perkara 24 Perkara 7 Kasus 14 Kasus 200,00% 7 Kasus 7 Kasus 100%
Masalah Hukum yang Diselesaikan)
4.01.05.1.0202 |b |Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi |Jumlah perkara masyarakat miskin yang | 5 Bantuan, 4 5 Bantuan, 4 8 Kasus 8 Kasus 100% 8 Kasus 8 Kasus 100%
dan HAM diberi bantuan advokasi hukum; Jumlah | Permasalahan Permasalahan
permasalahan hukum non litigasi Hukum, 19 Hukum, 19
lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota Kab/Kota Kab/Kota
yang dibahas; Jumlah unit kerja yang
memenuhi indikator RANHAM (Jumlah
Masalah Non Litigasi dan HAM yang
Diselesaikan)
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah pada tahun lalu
diperlukan sebagai tolok ukur untuk melakukan kajian dan analisis yang lebih
mendalam terhadap target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga
target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dukungan dana yang
telah dialokasikan, serta mendukung peningkatan kinerja pelayanan berdasarkan
tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam konteks kinerja pelayanan tersebut, guna mendukung misi kepala daerah
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel serta berkualitas, maka penyusunan Renja Biro Hukum diarahkan pada
upaya "Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan
Disharmonis, Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM, dan Meningkatnya
Organisasi yang Akuntabel dan Melayani”, dimana ketiga upaya tersebut menjadi
tujuan yang harus dicapai oleh Biro Hukum pada tahun 2024, dan tahun-tahun
perencanaan berikutnya. Untuk menetapkan indikator kinerja berdasarkan Indikator
Kinerja Kunci yang dalam hal ini ditetapkan dengan penetapan Indikator Kinerja
Daerah (perangkat daerah sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan) yang
tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah, maka diperlukan data kajian terhadap
pencapaian kinerja pelayanan dari tahun ke tahun beserta proyeksinya,

sebagaimana terlampir pada tabel T-C.30 berikut :
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TABEL T-C.30.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO HUKUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

INDIKATOR SPM/ IKK TARGET RENSTRA REALISASI PROYEKSI
NO KINERJA STANDAR PERANGKAT DAERAH | CAPAIAN (%) (%) CATATAN
0,
sAsARAN | NASIONAL (%) ANALISA
2023|2024 | 2025 [ 2026 | 2023 2024 |2025 2026
() 2) 3 4) Gl®6]ldO® ] O (10) | (1| (12) (13)
1 |Persentase Persentase
produk hukum penyelesaian
daerah yang produk hukum
diselesaikan daerahyang | 100 | 100 | 100 | 100 | 95,99 | 105,17 | 100 | 100
diselesaikan
(diakomodir)
2 |Persentase Persentase 100 | 100 | 100 | 100 120 200 100 | 100
penanganan penanganan
perkara yang perkara yang
diselesaikan diselesaikan
3 |Persentase Persentase 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 | 100
bantuan hukum penyelesaian
yang bantuan
diselesaikan hukum yang
diselesaikan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Realisasi penggunaan dana di atas adalah realisasi dari segi keuangan,

sedangkan secara fisik, semua program dan kegiatan hampir seluruhnya dapat

dilaksanakan, namun diakui juga didalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat

beberapa kendala’/hambatan dan permasalahan.

Sesuai dengan hasil analisa capaian kinerja tahun 2024 maka dirumuskan

beberapa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang

dituangkan berdasarkan program pembangunan Rencana Strategis (Renstra) Biro

Hukum, disertai langkah — langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah

yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan para

pemangku kepentingan/masyarakat, sehingga dapat dijadikan masukan atau sebagai

bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya, yang

secara garis besar, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) isu utama, yaitu :

25

Page




Renja Biro Hukum Tahun 2026

2.3.1  Produk hukum provinsi yang dihasilkan masih belum sesuai target (Perda

dan Pergub)

2.3.2  Produk hukum daerah yang belum seluruhnya harmonis dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi

2.3.3 Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat

dan pemerintah

Dari ketiga isu utama di atas, dapat diuraikan secara terinci, sebagai berikut :

a.

Harmonisasi/sinkronisasi penyusunan produk hukum daerah

Produk hukum daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu
kesatuan sistem peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena
itu harmonisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum yang lebih
tinggi, produk hukum sederajat dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota
diperlukan dalam rangka menjaga agar produk hukum daerah tetap berada
dalam kerangka kesatuan sistem hukum nasional, tidak saling bertentangan atau
tumpang tindih.

Masih terdapatnya produk hukum daerah kabupaten/kota yang belum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam hal menyusun produk hukum daerah pada dasarnya harus sesuai
dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masih ada produk hukum Kabupaten/Kota
yang tidak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan memberikan sosialisasi kepada aparat penyusun produk hukum di
Kabupaten/Kota dan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

produk hukum Kabupaten/Kota.

Fasilitasi proses penelitian/koreksi produk hukum daerah yang bersifat
penetapan (Keputusan Gubernur) agar tidak bertentangan dengan aturan
yang lebih tinggi dan kepentingan umum

Produk hukum daerah yang merupakan bagian dari kesatuan hukum
nasional dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka penyelenggaraaan pemerintahan
di daerah. Berdasarkan hal tersebut, produk hukum daerah tidak boleh
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bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga
materi muatan suatu produk hukum daerah sinkron dengan ketentuan-ketentuan
yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Salah satu tugas pokok Biro Hukum sebagai unit kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan umum
dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan
perundang-undangan. Implementasi dari tugas pokok tersebut adalah setiap
konsep produk hukum daerah yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/unit kerja
pemrakarsa harus melalui proses pengkajian/penelitian yang dilakukan oleh Biro
Hukum. Dengan demikian diharapkan produk hukum daerah yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan/sinkron dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kewenangan yang
telah ditetapkan, sehingga merupakan bagian dari kesatuan hukum nasional.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Biro Hukum dimaksud, masih
ditemukannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan (Keputusan
Gubernur) yang diajukan Perangkat Daerah/unit kerja pemrakarsa dilakukan
secara tergesa-gesa ketika dilakukan proses pengkajian/penelitiannya pada Biro
Hukum. Penetapan produk hukum daerah tersebut sering terjadi karena
keterdesakan waktu perlunya produk hukum daerah tersebut segera ditetapkan.
Hal ini membuka kemungkinan produk hukum daerah tersebut bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan
merupakan kewenangan, sehingga anggota masyarakat yang merasa dirugikan
dengan ditetapkannya produk hukum daerah yang bersifat penetapan tersebut,
dan masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Daerah ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di
atas adalah meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam pembentukan
produk hukum daerah antara Biro Hukum dengan Perangkat Daerah/unit kerja

pemrakarsa produk hukum daerah.
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d. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah/instansi vertikal pemrakarsa
produk hukum daerah terhadap prosedur pembentukan serta teknis

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Setiap Perangkat Daerah/unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya perlu memprakarsai terciptanya produk hukum daerah. Perangkat
Daerah/unit kerja tersebut selayaknya telah memahami teknis penyusunan
produk hukum daerah yang akan diciptakannya. Dalam pelaksanaannya, Biro
Hukum sering menemukan kesalahan yang terjadi berulang-ulang dalam teknis
penyusunan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah/unit
kerja terkait. Keadaan tersebut menyebabkan Biro Hukum tidak dapat
melaksanakan tugas penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan
perundang-undangan secara efisien. Biro Hukum dalam melaksanakan tugas
penyelenggaraan perumusan kebijakan umum peraturan perundang-undangan
selayaknya lebih memfokuskan kepada sinkronisasi dan harmonisasi substansi
dari produk hukum daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah/unit kerja
terkait terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan kepada
teknis penyusunan produk hukum daerah, sedangkan pada saat ini banyak
aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian teknis.

Upaya yang telah dan akan terus dilakukan oleh Biro Hukum dalam
menangani permasalahan tersebut di atas adalah dengan menyelenggarakan
rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah/unit kerja di Provinsi. Melalui
penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut diharapkan Biro Hukum dapat
memberikan informasi mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah
sehingga Perangkat Daerah/unit kerja terkait tidak lagi melakukan kesalahan

berulang-ulang mengenai teknis penyusunan produk hukum daerah.

e. Keterbatasan waktu dari Kabupaten/Kota yang menyampaikan produk

hukum daerah untuk diregistrasi dan diklarifikasi.

Sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pada pasal 242 yang menyatakan bahwa paling lambat 3 (tiga) hari
setelah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan bersama antara Kepala Daerah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus disampaikan kepada
Gubernur untuk diklarifikasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih adanya
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Kab/Kota yang menyampaikan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala
Daerah yang telah ditetapkan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur
untuk mendapatkan nomor register Perda belum tepat waktu dan mendesak

pada akhir tahun anggaran.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman oleh aparat penyusun
produk hukum di Kabupaten/Kota terhadap perencanaan penyusunan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping adanya keadaan yang
mendesak untuk segera memberlakukan produk hukum daerah tersebut di

Kabupaten/Kota.

Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa
produk hukum daerah Kabupaten/Kota terhadap prosedur serta teknis

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan produk hukum seharusnya aparat perancang
produk hukum memahami teknis penyusunan produk hukum yang akan
ditetapkan, namun sering ditemukan kesalahan yang berulang dalam teknis
penulisan produk hukum daerah yang diprakarsai oleh Perangkat Daerah.
Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan arahan kepada
Bagian Hukum Kabupaten/Kota untuk dapat memberikan masukan kepada
Perangkat Daerah yang akan menyusun produk hukum, karena prosedur
penyusunan produk hukum telah ada dan harus disesuaikan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kurangnya kegiatan sosialisasi peraturan perundangan-undangan yang
baru ditetapkan kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Daerah

Kabupaten/Kota.

Peraturan perundang-undangan dibentuk sebagai dasar dan pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan di pusat maupun di daerah. Sehingga
setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan baik di pusat
maupun di daerah selayaknya disosialisasikan kepada aparatur pemerintah
terutama aparatur Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
Pentingnya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparatur
Pemerintah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota disebabkan karena pada

dasarnya aparatur pemerintah di daerah Kabupaten/Kota yang langsung
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bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi setiap
peraturan perundang-undangan yang baru ditetapkan oleh pemerintahan pusat
dan pemerintahan di daerah provinsi kepada aparatur pemerintah di daerah
Kabupaten/Kota sangat diperlukan.

Namun dengan adanya efesiensi penggunaan anggaran pada tahun 2017,
terkait perubahan struktur organisasi pemerintah daerah yang baru, maka Biro
Hukum mengalami pengurangan 1 (satu) bagian, sehingga terdapat beberapa
kegiatan yang dikurangi untuk menyesuaikan pagu anggaran yang telah
ditetapkan pada tahun 2017. Oleh karena itu Biro Hukum memiliki keterbatasan
dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada. Pada pelaksanaan Renja
tahun 2020 dan 2021, Biro Hukum mengharapkan adanya peningkatan
pendanaan untuk kegiatan yang ada dan baru agar penyelenggaraan

pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana dengan baik.

Masih kurangnya akses keadilan dan pelayanan hukum bagi masyarakat
dan pemerintah.

Untuk meningkatkan pemahaman hak oleh masyarakat dan pemerintah,
dalam rangka memberikan hak akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum
bagi masyarakat dan pemerintah, maka perlu dilakukan sosialisasi dan
advokasi terhadap masyarakat dan pemerintah. Namun keterbatasan alokasi
anggaran dan kompetensi SDM, masih menjadi kendala yang harus dihadapi,
dan menghambat capaian kinerja bagi pemerintah daerah khususnya, dan
masyarakat pada umumnya.

Selain itu, guna meningkatkan pengetahuan teknis bagi aparatur yang
menangani masalah hukum khususnya aparatur pengelola hukum/kuasa hukum
perlu terus-menerus diberikan pembekalan teknis guna meningkatkan
pengetahuan dalam beracara di pengadilan baik secara teori maupun praktek di
lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan dan mengasah
keterampilan beracara di pengadilan, sehingga aparatur yang mendapatkan
pengetahuan tersebut dapat langsung mempraktekannya, baik dalam membuat
Gugatan, Replik, Duplik serta pendapat hukum yang akan menjadi
pertimbangan bagi Hakim dalam menetapkan keputusan secara adil.

Pengetahuan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dalam
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menghadapi sidang pengadilan, dimana Pemerintah Daerah sering digugat oleh
perseorangan atau masyarakat di Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Tata

Usaha Negara.
Terbantunya masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan.

Dalam peningkatan supremasi hukum terutama dalam pelayanan hukum
bagi masyarakat yang kurang mampu guna mewujudkan upaya penegakan
hukum agar terwujudnya upaya pelayanan hukum dan memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Terbantunya masyarakat yang
kurang mampu dalam berperkara serta mendapat hak pembelaan kepentingan
hukumnya di depan pengadilan. Biro Hukum dalam menyelenggarakan
pemerintahan yang baik berupaya melakukan program peningkatan
manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan Bantuan
Advokasi Hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Lembaga
Bantuan Hukum terakreditasi yang ada di Sumatera Barat. Dalam pendanaan
belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam
berperkara di pengadilan untuk itu perlu dukungan dana bagi kegiatan

dimaksud.

Bantuan advokasi hukum tersebut merupakan implementasi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan
bahwa perlindungan sosial dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi
sosial, dan/atau bantuan hukum. Bantuan advokasi hukum bagi masyarakat
miskin yang berperkara di pengadilan juga merupakan pengimplementasian
dari Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, dimana
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menindaklanjutinya dengan
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

Bantuan Hukum.
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Peningkatan koordinasi antar instasi terkait/teknis dalam upaya pemajuan
dan perlindungan HAM serta mengupayakan aparat pemerintah

memahami dan berorientasi pada HAM dalam pelaksanaan tugas.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui
penegakan hukum, pemajuan dan perlindungan HAM telah dilaksanakan
koordinasi dengan instansi teknis dan instansi vertikal dalam rangka
pelaksanaan program kegiatan Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar
yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia yang bersifat universal
dan langgeng karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi dan
ditegakkan. Dimana tugas penghormatan, pemajuan, pemenuhan,
perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban

Pemerintah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam rangka pemajuan dan pelindungan HAM telah dilaksanakan
koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal yang berkaitan langsung
menghadapi kasus pelanggaran HAM maupun penyelengaraan hak dasar
manusia. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pengimplementasian supremasi
hukum dalam bentuk penegakan hukum vyang bersifat litigasi dalam
penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat serta
melakukan advokasi bagi masyarakat maupun instansi yang mempunyai

permasalahan hukum melalui rapat koordinasi, konsultasi dan lain-lain.

Sebagai pelaksanaan peningkatan supremasi hukum telah dilaksanakan
program kegiatan guna terwujudnya penegakan hukum secara adil terhadap
masyarakat dengan memberikan bantuan advokasi bagi perlindungan,
pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia sesuai dengan maksud
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak
Asasi Manusia Tahun 2021 — 2025.

Kurangnya Sarana dan Prasarana serta SDM terampil sebagai pengelola

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Pengoperasian Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki
beberapa kendala yaitu kurangnya SDM sebagai pengelola dan bertugas
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mengadministrasi JDIH. Di sisi lain, dalam pengelolaan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diperlukan sarana dan prasarana
yang memadai. Sarana utama yang sedang dibangun dan dikembangkan pada
tahun 2018 dalam pengelolaannya masih terbatas. Untuk itu Biro Hukum
mengharapkan tersedianya SDM pengelola Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (SJDIH) yang terampil serta sarana yang kondusif, guna
menunjang pelaksanaan pelayananan kepada mayarakat dalam mengakses
produk hukum daerah dan nasional melalui Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (SJDIH) yang terintegrasi dari daerah hingga ke pusat.

I. Keterbatasan dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada

instansi terkait

Dalam pelayanan penyediaan dokumentasi hukum kepada instansi terkait,
seringkali buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan
oleh instansi terkait tersebut tidak tersedia. Hal ini terjadi karena keterbatasan
dana dan fasilitas dokumentasi yang kurang memadai untuk melakukan

pelayanan dokumentasi.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2024, yang telah dituangkan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2024, maka review terhadap rancangan
awal RKPD telah sesuai, namun dalam proses pelaksanaannya mengalami kendala-
kendala, diantaranya rasionalisasi anggaran seluruh kegiatan yang belum prioritas
untuk dilaksanakan, yang mengakibatkan anggaran kegiatan-kegiatan mengalami
perubahan. Namun seiring perkembangan dan dinamika yang terjadi, beberapa
kegiatan memerlukan penyesuaian anggaran untuk menunjang kelancaran kegiatan-
kegiatan tersebut. Oleh karena itu dilakukan perubahan anggaran dengan
penambahan/pergeseran dana, terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja
modal pada beberapa kegiatan Tata Usaha Biro, serta kegiatan yang bersifat urusan.

Usulan perubahan anggaran untuk masing-masing kegiatan yang telah
disebutkan di atas, dikarenakan adanya pergeseran biaya pembahasan produk
hukum daerah provinsi dan kabupaten kota, biaya perjalanan dinas dalam rangka
mendampingi DPRD Provinsi dalam kegiatan pembahasan produk hukum daerah,
dan untuk mendukung kegiatan Biro Hukum lainnya, maka beberapa
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pergeseran/penambahan anggaran pada kegiatan belanja pokok dan kegiatan
belanja urusan dilakukan untuk mengefektifkan serta mengoptimalkan daya serap
anggaran khususnya pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain beberapa perubahan kegiatan di atas, maka kegiatan-kegiatan lainnya
tetap dapat dilakukan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2024 tersebut.

Secara ringkas, data dapat dilihat pada lampiran tabel T-C.31 berikut :
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NAMA SKPD : BIRO HUKUM

TABEL T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2026
PROVINSI SUMATERA BARAT

No.

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN RKPD TAHUN 2026)

PAGU

CATATAN PENTING

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET | \uDIKATIF (Rp. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET KEBUTUHAN
CAPAIAN 000) CAPAIAN DANA
1 2 3 a 5 7 8 9 10 11 12
UNSUR PENDUKUNG URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN 352219221000 PEMERINTAHAN SE2208 221000
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Provinsi |Persentase ketercapaian 100% 1.287.269.000| PROGRAM PENUNJANG URUSAN Provinsi |Persentase ketercapaian 100% 3.151.775.000
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Sumbar |penunjang urusan PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI penunjang urusan
pemerintahan daerah provinsi pemerintahan daerah provinsi
4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Provinsi |Persentase sinkronisasi 100% 60.000.000| 1 |Perencanaan, Penganggaran, dan Provinsi |Persentase sinkronisasi 100% 42.318.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah bar |p: dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah per dan
kinerja perangkat daerah kinerja perangkat daerah
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan | Provinsi _|Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 30.000.000 a |[Penyusunan Dokumen Perencanaan Provinsi | Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 13.030.000| Perubahan pagu
Perangkat Daerah Sumbar |Perangkat Daerah Perangkat Daerah Sumbar |Perangkat Daerah disesuaikan dengan
SE Gubernur
Sumbar Nomor
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Provinsi |Jumlah Laporan Capaian Kinerja 9 laporan 20.000.000 b |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Provinsi |Jumlah Laporan Capaian Kinerja 9 laporan 21.360.000| 050/43/I/P2EPD/
Laporan Capaian Kinerja dan Sumbar |dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Sumbar |dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Bappeda-2025
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil tentang Penyusunan
Koordinasi PenyusunanLaporan Koordinasi PenyusunanLaporan Rancangan Rencana
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kerja Perangkat
Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD Daerah Tahun 2026
4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Provinsi |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 laporan 10.000.000 c |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Provinsi |Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 6 laporan 7.928.000
Sumbar |Perangkat Daerah Sumbar |Perangkat Daerah
4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Provinsi |Per Tertib inistrasi 100% 90.000.000| 2 |Administrasi Keuangan Perangkat Provinsi |Persentase Tertib Administrasi 100% 96.720.000
Daerah Sumbar [Keuangan Daerah Sumbar |Keuangan
40101 1.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Provinsi |Jumlah Dokumen Penatausahaan | 12 dokumen 80.000.000 a |Pelaksanaan Penatausahaan dan Provinsi |Jumlah Dokumen Penatausahaan | 12 dokumen 81.360.000| Perubahan pagu
Penguijian/Verifikasi Keuangan Sumbar |dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Sumbar |dan Pengujian/Verifikasi disesuaikan dengan
SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD SE Gubernur
Sumbar Nomor
40101 1.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Provinsi _|Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 10.000.000 b |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Provinsi _|Jumlah Laporan Keuangan 18 Laporan 15.360.000| 050/43/W/P2EPD/
Laporan Keuangan Sumbar |Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Keuangan Sumbar |Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Bappeda-2025
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi tentang Penyusunan
SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Rancangan Rencana
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran Kerja Perangkat
SKPD SKPD Daerah Tahun 2026
4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah Provinsi |Per Tertib inistrasi 100% 15.800.000| 3 |Administrasi Barang Milik Daerah pada | Provinsi |Persentase Tertib Administrasi 100% 17.636.000
pada Perangkat Daerah Sumbar |Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Sumbar |Barang Milik Daerah
40101 1.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi _|Jumlah Dokumen Pengamanan 2 Dokumen 13.800.000 a |Pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi|Jumlah Dokumen Pengamanan 2 Dokumen 13.800.000 Tetap
SKPD Sumbar |Barang Milik Daerah SKPD SKPD Sumbar |Barang Milik Daerah SKPD
40101 1.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Provinsi |Jumlah Laporan Penatausahaan 8 Laporan 2.000.000 b |Penatausahaan Barang Milik Daerah Provinsi |Jumlah Laporan Penatausahaan | 8 Laporan 3.836.000| Perubahan pagu
Daerah pada SKPD Sumbar |Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Sumbar |Barang Milik Daerah pada SKPD disesuaikan dengan

SE Gubernur
Sumbar Nomor
050/43/W/P2EPD/
Bappeda-2025
tentang Penyusunan
Rancangan Rencana
Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026
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RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN RKPD TAHUN 2026) @A
v PAGU PENTING
o.
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI INDIKATOR KINERJA LARGE] INDIKATIF (Rp. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA LARCEN KEBUADRSN
CAPAIAN 000) CAPAIAN DANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat | Provinsi (Per Tertib Administrasi 100% 187.000.000| 4 [Administrasi Kepegawaian Perangkat Provinsi |Persentase Tertib Administrasi 100% 295.500.000
Daerah Sumbar |Kepegawaian Perangkat Daerah Sumbar |Kepegawaian Perangkat
Daerah Daerah
40101 1.05 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Provinsi |Jumlah Pegawai Berdasarkan 12 orang 187.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Provinsi  |Jumlah Pegawai Berdasarkan 14 Orang 295.500.000( Perubahan pagu
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumbar [Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumbar |Tugas dan Fungsi yang Mengikuti disesuaikan dengan
Pendidikan dan Pelatihan Pendidikan dan Pelatihan SE Gubernur
Sumbar Nomor
050/43/1l/P2EPD/
Bappeda-2025
tentang Penyusunan
Rancangan Rencana
Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026
4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Provinsi (Per Tertib Administrasi 100% 747.169.000( 5 |Administrasi Umum Perangkat Daerah Provinsi |Persentase Tertib Administrasi 100% 2.108.997.380
Sumbar (Umum Perangkat Daerah Sumbar |Umum Perangkat Daerah
40101 1.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Provinsi |Jumlah Paket Peralatan dan 5 Paket 20.000.000 Penyediaan Peralatan dan Provinsi  [Jumlah Paket Peralatan dan 2 Paket 248.900.000( Perubahan pagu
Perlengkapan Kantor Sumbar |Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor Sumbar |Perlengkapan Kantor yang disesuaikan dengan
Disediakan Disediakan SE Gubernur
Sumbar Nomor
050/43/1l/P2EPD/
n — n — Bappeda-2025
4 0101 1.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Provinsi  |Jumlah Paket Peralatan Rumah 5 Paket 20.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Provinsi  |Jumlah Paket Peralatan Rumah 2 Paket 191.583.700
gy o tentang Penyusunan
Tangga Sumbar |Tangga yang Disediakan Sumbar |Tangga yang Disediakan
Rancangan Rencana
Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026
40101 1.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Provinsi |Jumlah Paket Bahan Logistik 3 paket 50.000.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Provinsi  [Jumlah Paket Bahan Logistik 7 Paket 198.074.900
Sumbar |Kantor yang Disediakan Sumbar |Kantor yang Disediakan
40101 1.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Provinsi |Jumlah Paket Barang Cetakan 10 paket 30.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Provinsi  [Jumlah Paket Barang Cetakan 1 Paket 170.008.000
Penggandaan Sumbar [dan Penggandaan yang Penggandaan Sumbar |dan Penggandaan yang
Disediakan Disediakan
4 0101 1.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Provinsi  |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 6 Dokumen 25.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Provinsi  |Jumlah Dokumen Bahan Bacaan | 6 Dokumen 25.284.000
Peraturan Perundang-undangan Sumbar |dan Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-undangan Sumbar [dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan Undangan yang Disediakan
4 0101 1.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Provinsi  |Jumlah Laporan 50 laporan 600.169.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Provinsi  |Jumlah Laporan 50 laporan 1.270.538.780
dan Konsultasi SKPD Sumbar |Penyelenggaraan Rapat dan Konsultasi SKPD Sumbar |Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4 0101 1.06 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada | Provinsi |[Jumlah Dokumen Penatausahaan | 100 dokumen 2.000.000 Penatausahaan Arsip Dinamis pada Provinsi  |Jumlah Dokumen Penatausahaan | 100 dokumen 4.608.000
SKPD Sumbar |Arsip Dinamis pada SKPD SKPD Sumbar |Arsip Dinamis pada SKPD
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RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN RKPD TAHUN 2026) (AL
PAGU PENTING
No. TARGET TARGET KEBUTUHAN
PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI INDIKATOR KINERJA INDIKATIF (Rp. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
CAPAIAN CAPAIAN DANA
000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.01.01.1.07 6 |Pengadaan Barang Milik Daerah Provinsi [Persentase ketersediaan 100% 100.000.000| 6 |Pengadaan Barang Milik Daerah Provinsi |Persentase ketersediaan 100% 307.933.620
Penunjang Urusan Pemerintah Sumbar |Barang Milik Daerah sesuai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Sumbar |Barang Milik Daerah sesuai
Daerah dengan perencanaan dengan perencanaan
40101 1.07 0002 a |Pengadaan Peralatan dan Mesin Provinsi |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 10 Unit 100.000.000 a |Pengadaan Peralatan dan Mesin Provinsi |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 21 Unit 307.933.620| Perubahan pagu
Lainnya Sumbar [Lainnya yang Disediakan Lainnya Sumbar [Lainnya yang Disediakan disesuaikan
dengan SE
Gubernur Sumbar
Nomor
050/43/IWWP2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Tahun 2026
4.01.01.1.08 7 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | Provinsi |Persentase Penyediaan Jasa 100% 8.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Provinsi |Persentase Penyediaan Jasa 100% 194.500.000
Pemerintahan Daerah Sumbar |Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sumbar |Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
40101 1.08 0001 a |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 3.000.000 a |Penyediaan Jasa Surat Menyurat Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 2.500.000| Perubahan pagu
Sumbar (Jasa Surat Menyurat Sumbar [Jasa Surat Menyurat disesuaikan
dengan SE
Gubernur
401 01 1.08 0002 b |Penyediaan Jasa Komunikasi, Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 5.000.000 b |Penyediaan Jasa Komunikasi, Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 7.200.000 Nomor
Sumber Daya Air dan Listrik Sumbar [Jasa Komunikasi, Sumber Daya Sumber Daya Air dan Listrik Sumbar [Jasa Komunikasi, Sumber Daya 050/43/IWP2EPD/
Air dan Listrik yang Disediakan Air dan Listrik yang Disediakan Bappeda-2025
40101 1.08 0003 ¢ |Penyediaan Jasa Peralatan dan Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan - - ¢ |Penyediaan Jasa Peralatan dan Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan 1 laporan 184.800.000 Pe:?yn:::ﬁan
Perlengkapan Kantor Sumbar [Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumbar [Jasa Peralatan dan Rancangan
Perlengkapan Kantor yang Perlengkapan Kantor yang Rencana Kerja
Disediakan Disediakan
_ — _ _ S - Perangkat Daerah
40101 1.08 0004 d [Penyediaan Jasa Pelayanan Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan - d |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Provinsi |Jumlah Laporan Penyediaan - - Tahun 2026
Umum Kantor Sumbar [Jasa Pelayanan Umum Kantor Kantor Sumbar [Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan yang Disediakan
4.01.01.1.09 8 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi [Persentase Barang Milik 100% 79.300.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Provinsi |Persentase Barang Milik 100% 88.170.000
P jang Urusan Pemeri Daerah yang berkondisi baik Penunjang Urusan Pemerintahan Sumbar |(Daerah yang berkondisi baik
Daerah Daerah
4 01011.0902 a |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Provinsi |Jumlah Kendaraan Dinas 7 Unit 69.490.000 a |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Provinsi |Jumlah Kendaraan Dinas 7 Unit 74.090.000 Adanya
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Sumbar [Operasional atau Lapangan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Sumbar [Operasional atau Lapangan penyesuaian
Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan standar harga
Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya barang dan jasa
pada aplikasi SIPD
40101 1.0906 b |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin| Provinsi [Jumlah Peralatan dan Mesin 12 unit 9.810.000 b |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Provinsi |Jumlah Peralatan dan Mesin 19 Unit 14.080.000| Perubahan pagu
Lainnya Sumbar [Lainnya yang Dipelihara Lainnya Sumbar [Lainnya yang Dipelihara disesuaikan
dengan SE
Gubernur Sumbar
Nomor
050/43/IWP2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Tahun 2026
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RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN RKPD TAHUN 2026) CATATAN
N PAGU PENTING
0.

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN | LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGEN, INDIKATIF (Rp. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA g:s:iL KEBDUALU:AN

CAPAIAN 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[ |
n PROGRAM FASILITASI DAN Provinsi |Persentase ketercapaian 100% 2.312.660.000 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI Provinsi |Persentase ketercapaian 100% 448.154.000
KOORDINASI HUKUM Sumbar |fasilitasi dan koordinasi HUKUM Sumbar |fasilitasi dan koordinasi
hukum hukum

4.01.05.1.01

©

Fasilitasi Penyusunan Perundang- Provinsi (Persentase produk hukum 100% 1.462.660.000| 9 |Fasilitasi Penyusunan Perundang- Provinsi [Persentase produk hukum 100% 205.954.000
Undangan Sumbar |daerah yang difasilitasi Undangan Sumbar |daerah yang difasilitasi

4.01.05.1.01.0001

[

Fasilitasi Penyusunan Produk Provinsi |Jumlah Produk Hukum 65 Dokumen 627.660.000 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum | Provinsi [Jumlah Produk Hukum 65 Dokumen 74.752.000( Perubahan pagu
Hukum Pengaturan Sumbar |Pengaturan yang Disusun Pengaturan Sumbar |Pengaturan yang Disusun disesuaikan
dengan SE
Gubernur Sumbar
Nomor
050/43/WP2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Tahun 2026

[

4.01.05.1.01.0002

o

Fasilitasi Penyusunan Produk Provinsi [Jumlah Produk Hukum 800 40.000.000 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Provinsi | Jumlah Produk Hukum 800 9.360.000 Menyesuaikan
Hukum Penetapan Sumbar |Penetapan yang Disusun Dokumen Penetapan Sumbar |Penetapan yang Disusun Dokumen rincian belanja

o

4.01.05.1.01.0003

o

Pendokumentasian Produk Hukum | Provinsi |Jumlah Produk Hukum yang 160 buku 175.000.000 ¢ |Pendokumentasian Produk Hukum Provinsi [Jumlah Produk Hukum yang 160 buku 20.272.000| Perubahan pagu
dan Naskah Hukum Lainnya Sumbar |Didokumentasi dan Dikelola dan Naskah Hukum Lainnya Sumbar [Didokumentasi dan Dikelola disesuaikan
Informasi Hukumnya Informasi Hukumnya dengan SE
Gubernur Sumbar
Nomor
050/43/WP2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Tahun 2026

4.01.05.1.01.0004

a

Fasilitasi dan Evaluasi Produk Provinsi |Jumlah Produk Hukum 100 Dokumen 620.000.000 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum| Provinsi [Jumlah Produk Hukum 100 101.570.000| Perubahan pagu
Hukum Kabupaten/Kota Sumbar |Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kabupaten/Kota Sumbar |Kabupaten/Kota yang Difasilitasi| Dokumen disesuaikan
dan Dievaluasi dan Dievaluasi dengan SE
Gubernur Sumbar
Nomor
050/43/WP2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja
Perangkat Daerah
Tahun 2026

[-%
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No.

RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN (RANCANGAN RKPD TAHUN 2026)

PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET
CAPAIAN

PAGU
INDIKATIF (Rp.
000)

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASI

INDIKATOR KINERJA

TARGET
CAPAIAN

KEBUTUHAN
DANA

CATATAN
PENTING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4.01.05.1.02

1

=)

Fasilitasi Bantuan Hukum

Provinsi
Sumbar

Persentase bantuan hukum
yang difasilitasi

100%

850.000.000

10 (Fasilitasi Bantuan Hukum

Provinsi
Sumbar

Persentase bantuan hukum
yang difasilitasi

100%

242.200.000

4.01.05.1.02.0001

o

Fasilitasi Penyelesaian Masalah
Hukum

Provinsi
Sumbar

Jumlah Masalah Hukum yang
Diselesaikan

7 kasus

670.000.000

o

Fasilitasi Penyelesaian Masalah
Hukum

Provinsi
Sumbar

Jumlah Masalah Hukum yang
Diselesaikan

7 kasus

161.350.000

Perubahan pagu
disesuaikan
dengan SE

Gubernur Sumbar

Nomor
050/43/1/P2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja

Perangkat Daerah
Tahun 2026

4.01.05.1.02.0002

o

Fasilitasi Penyelesaian Masalah
Non Litigasi dan HAM

Provinsi
Sumbar

Jumlah Masalah Non Litigasi dan
HAM yang Diselesaikan

10 kasus

180.000.000

o

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non
Litigasi dan HAM

Provinsi
Sumbar

Jumlah Masalah Non Litigasi dan
HAM yang Diselesaikan

10 kasus

80.850.000

Perubahan pagu
disesuaikan
dengan SE

Gubernur Sumbar

Nomor
050/43/1/P2EPD/
Bappeda-2025
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana Kerja

Perangkat Daerah
Tahun 2026
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Seperti halnya telah disebutkan di atas, maka penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat juga telah sesuai dan tetap dilanjutkan pada tahun berjalan
yaitu tahun 2025 dan juga rencana kerja tahun 2026, diantaranya program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Fasilitasi dan Koordinasi
Hukum (berdasarkan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019), dan dimutakhirkan berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana keseluruhan program
dan kegiatan itu menyangkut aspek-aspek yang berhubungan dengan elemen-
elemen masyarakat dan juga pemerintah. Dalam hal ini, tidak ada usulan Program
dan Kegiatan yang bersumber dari masyarakat, baik program dan kegiatan lama
maupun baru (nihil).

Dapat dilihat pada tabel T-C.32 berikut :

TABELT.C 32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama OPD : Biro Hukum

No. PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME
1 2 3 4 5
| [PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Provinsi Sumbar
PROVINSI
NIHIL
II' [PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Provinsi Sumbar
NIHIL
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJPD Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan Visi, Misi, Fungsi

Tujuan serta strategi untuk mencapai keberhasilan pembangunan Sumatera Barat
2005-2025 harus mampu diterjemahkan dan mewarnai rencana strategis unit kerja
dibawah koordinasi Pemerintah Daerah Sumatera Barat, termasuk Biro Hukum
yang memiliki fungsi dan tugas menangani kegiatan yang menyangkut hukum dan
HAM dalam upaya membangun dan memanajemen penyelenggaraan pemerintah
Provinsi Sumatera Barat serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan
pembangunan.
Sebagai sebuah kesatuan, maka visi pembangunan Sumatera Barat tahun 2005-
2025, yakni "Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia Yang
Agamais Pada Tahun 2025”. Dalam konteks ini dengan tetap memperhatikan
ketentuan Pemerintah Pusat terhadap kebijakan nasional, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, serta mendukung misi kepala daerah
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel serta berkualitas, maka penyusunan RENJA Biro Hukum Tahun 2026
diarahkan pada upaya "Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang
tumpang tindih dan Disharmonis, Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM, dan
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani”.

Dalam konteks penyelenggaraan kepemerintahan, kegiatan yang
menyangkut hukum dan HAM dititikberatkan pada upaya membangun dan
mengelola penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip-prinsip good
governance dan clean goverment serta meningkatkan pelayanan kepada sektor
publik pada lingkup internal dan eksternal terhadap Perangkat Daerah provinsi, dan
kabupaten/kota, serta masyarakat umum, pada aspek tertib administratif dan aspek
teknis lainnya, guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
dalam rangka menjaga keamanan, ketentraman, kenyamanan serta kesatuan dan

persatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelayanan dan langkah-langkah nyata terkait tugas pokok
dan fungsi, maka tujuan Renja Perangkat Daerah tahun 2026 yang berpedoman
pada casecading Biro Hukum dan telah diselaraskan dengan Renstra Perangkat
Daerah, yaitu :

1. Menurunnya Peraturan Perundangan-undangan yang tumpang tindih dan
Disharmonis;
2. Terwujudnya Supremasi Hukum dan HAM; dan

Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

Dengan sasaran Renja perangkat daerah, yaitu:

1. Meningkatnya produk hukum daerah yang diselesaikan;

2. Meningkatnya Akses keadilan dan pelayanan hukum bagi pemerintah dan
masyarakat; dan

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya kualitas

pelayanan organisasi.
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Menindaklanjuti kegiatan yang telah direncanakan pada tahun-tahun
sebelumnya, maka Biro Hukum merencanakan 2 program dengan 10 kegiatan serta
26 Sub Kegiatan pada tahun 2026, dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif
sebesar Rp. 3.599.929.000,-; dimana rumusan program sebelumnya sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatannya, sedangkan pagu indikatifnya
disesuaikan dengan pagu anggaran pada Renja tahun 2026 (yang mengacu pada
RPJMD dan RENSTRA) dan dirasionalisasi kembali sesuai hasil verifikasi dan
evaluasi anggaran berdasarkan prioritas progam/kegiatan/sub kegiatan. Selanjutnya
pada tahun 2026 (Renja Awal), Biro Hukum merencanakan :

I. 2 (dua) program :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program non
urusan); dan
2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Program Urusan).

II. 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan :
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Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah:

1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD;

1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
Perangkat Daerah;

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :

3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;

3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :

5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah:

6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

7.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

43 | Page




=N
Renja Biro Hukum Tahun 2026

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah :
8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
9. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan :
9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;
9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.
10. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum :
10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;
10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.
dengan pagu indikatif sebesar Rp. 3.599.929.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu
Rupiah).

(data/matriks rincian secara lengkap disajikan pada tabel T-C.33).
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Nama OPD : Biro Hukum

TABEL T.C 33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 PROVINSI SUMATERA BARAT

RENCANA TAHUN 2026 (Pagu Rancangan)

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA CATATAN
DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN
LOKASI KINERJA DANA/PAGU DANA CAPAIAN DANA/PAGU
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH 3.599.929.000 3.909.000.000
4( 01 o1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN |Persentase ketercapaian Provinsi 100% 3.151.775.000 APBD _ 100% 1.589.000.000
DAERAH PROVINSI penunjang urusan Sumbar
pemerintahan daerah provinsi
4| o1 01 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase sinkronisasi Provinsi 100% 42.318.000 APBD 100% 70.000.000
Kinerja Perangkat Daerah perencanaan dan pelaksanaan Sumbar
kinerja perangkat daerah
4] 01 01 010001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Provinsi 9 Dokumen 13.030.000 APBD 9 Dokumen 30.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Sumbar
4] 01 01 010006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja Provinsi 9 laporan 21.360.000 APBD 9 laporan 20.000.000
Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi dan lkhtisar Realisasi Kinerja Sumbar
Kinerja SKPD SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi PenyusunanLaporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
[ok] 01 010007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Provinsi 6 laporan 7.928.000 APBD 6 laporan 20.000.000
Perangkat Daerah Sumbar
4| 01 01 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Provinsi 100% 96.720.000 APBD 100% 100.000.000
Keuangan Sumbar
4| o1 01 02 (0002 Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan Provinsi 12 dokumen 81.360.000 APBD 12 dokumen 90.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Sumbar
SKPD
4] 01 01 020007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Provinsi 18 Laporan 15.360.000 APBD 18 Laporan 10.000.000
Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/ Triwulanan/Semesteran Sumbar
SKPD SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
4| 01 01 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Tertib Administrasi Provinsi 100% 17.636.000 APBD 100% 17.000.000
Perangkat Daerah Barang Milik Daerah Sumbar
4] 01 01 03| 0004 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Provinsi 2 Dokumen 13.800.000 APBD 2 Dokumen 15.000.000
Barang Milik Daerah SKPD Sumbar
4] 01 01 03| 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Jumlah Laporan Penatausahaan Provinsi 8 Laporan 3.836.000 APBD 8 Laporan 2.000.000
SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD Sumbar
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027
RENCANA TAHUN 2026 (Pagu Rancangan)
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA CATATAN
DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET CAPAIAN| KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN
LOKASI KINERJA DANA/PAGU DANA CAPAIAN DANA/PAGU
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 | 01 1 |05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |Persentase Tertib Administrasi Provinsi 100% 295.500.000 APBD 100% 187.000.000
Kepegawaian Perangkat Daerah| Sumbar
01 | 01 1 |05|0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Provinsi 14 Orang 295.500.000 APBD 12 orang 187.000.000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Sumbar
Pendidikan dan Pelatihan
01 | 01 1 |06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Provinsi 100% 2.108.997.380 APBD 100% 822.000.000
Umum Perangkat Daerah Sumbar
01 | 01 1 |06 |0001 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan Provinsi 2 Paket 248.900.000 APBD 5 Paket 30.000.000
Kantor Perlengkapan Kantor yang Sumbar
Disediakan
01 | 01 1 |06|0002 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Provinsi 2 Paket 191.583.700 APBD 5 Paket 30.000.000
Tangga yang Disediakan Sumbar
01 | 01 1 |06|0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Provinsi 7 Paket 198.074.900 APBD 3 paket 50.000.000
Kantor yang Disediakan Sumbar
01 | 01 1 |06 |0001 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan Provinsi 1 Paket 170.008.000 APBD 10 paket 30.000.000
Penggandaan dan Penggandaan yang Sumbar
Disediakan
01 | 01 1 |106|0002 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Provinsi 6 Dokumen 25.284.000 APBD 6 Dokumen 30.000.000
Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- Sumbar
Undangan yang Disediakan
01 | 01 1 |06|0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Provinsi 50 laporan 1.270.538.780 APBD 50 laporan 650.000.000
Konsultasi SKPD Rapat Koordinasi dan Konsultasi Sumbar
SKPD
01 | 01 1 |[06|0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Provinsi 100 dokumen 4.608.000 APBD 100 dokumen 2.000.000
Arsip Dinamis pada SKPD Sumbar
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
RENCANA TAHUN 2026 (Pagu Rancangan) aRIL2027
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA CATATAN
DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAMKEGIATAN PENTING
TARGET CAPAIAN| KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN
LOKASI KINERJA DANA/PAGU DANA CAPAIAN DANA/PAGU
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 (01| 1 |07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase ketersediaan Provinsi 100% 307.933.620 APBD 100% 100.000.000
Urusan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah sesuai Sumbar
dengan perencanaan
01 | 01 1 1071|0002 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Provinsi 21 Unit 307.933.620 APBD 10 Unit 100.000.000
Lainnya yang Disediakan Sumbar
01 (01| 1 |08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Provinsi 100% 194.500.000 APBD 100% 208.000.000
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Sumbar
Daerah
01 | 01 1 |08(0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Provinsi 1 Laporan 2.500.000 APBD 1 Laporan 3.000.000
Surat Menyurat Sumbar
01 | 01 1 |108|0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya |Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Provinsi 12 Laporan 7.200.000 APBD 12 Laporan 5.000.000
Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumbar
Listrik yang Disediakan
01 | 01 1 [08[0004 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Provinsi 1 laporan 184.800.000 APBD 1 laporan 200.000.000
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Sumbar
Kantor yang Disediakan
01 | 01 1 |08|0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Provinsi - - APBD - -
Pelayanan Umum Kantor yang Sumbar
Disediakan
01 (01| 1 (09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang |Persentase Barang Milik Daerah | Provinsi 100% 88.170.000 APBD 100% 85.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah yang berkondisi baik Sumbar
01 | 01 1 |109|0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Provinsi 7 Unit 74.090.000 APBD 7 Unit 75.000.000
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Operasional atau Lapangan yang Sumbar
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan|Dipelihara dan Dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
01 | 01 1 |09 |0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Peralatan dan Mesin Provinsi 19 Unit 14.080.000 APBD 19 Unit 10.000.000
Lainnya yang Dipelihara Sumbar
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA

RENCANA TAHUN 2026 (Pagu Rancangan) TAHUN 2027
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR KINERJA CATATAN
DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN PENTING
TARGET CAPAIAN| KEBUTUHAN SUMBER TARGET KEBUTUHAN
LOKASI KINERJA DANA/PAGU DANA CAPAIAN DANA/PAGU
INDIKATIF KINERJA INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 | 05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM Persentase ketercapaian Provinsi 100% 448.154.000 APBD _ 100% 2.320.000.000
fasilitasi dan koordinasi hukum Sumbar
01 | 05 01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan |Persentase produk hukum Provinsi 100% 205.954.000 APBD 100% 1.470.000.000
daerah yang difasilitasi Sumbar
01 [ 05 01| 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Pengaturan Provinsi 65 Dokumen 74.752.000 APBD 65 Dokumen 630.000.000
Pengaturan yang Disusun Sumbar
01 05 01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Penetapan Provinsi 800 9.360.000 APBD 800 40.000.000
Penetapan yang Disusun Sumbar Dokumen Dokumen
01 [ 05 01| 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Jumlah Produk Hukum yang Provinsi 160 buku 20.272.000 APBD 160 Dokumen 175.000.000
Naskah Hukum Lainnya Didokumentasi dan Dikelola Sumbar
Informasi Hukumnya
01 | 05 01| 04 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Jumlah Produk Hukum Provinsi 100 Dokumen 101.570.000 APBD 100 Dokumen 625.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Sumbar
dan Dievaluasi
01 | 05 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Persentase bantuan hukum Provinsi 100% 242.200.000 APBD 100% 850.000.000
yang difasilitasi Sumbar
01 | 05 02| 01 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Jumlah Masalah Hukum yang Provinsi 7 kasus 161.350.000 APBD 7 kasus 670.000.000
Diselesaikan Sumbar
01 [ 05 02| 02 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi |Jumlah Masalah Non Litigasi dan Provinsi 10 kasus 80.850.000 APBD 10 kasus 180.000.000
dan HAM HAM yang Diselesaikan Sumbar
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah mencakup program, kegiatan,
indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima
manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dimana
rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD. Untuk rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah pada
tahun 2026 telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2020 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, dan telah disesuaikan kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah, yaitu dengan pagu anggaran awal sebesar Rp. 3.599.929.000,- dan prakiraan
maju tahun 2027 sebesar Rp. 3.909.000.000,-.

Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disampaikan pada tabel T-C.33,
perlu dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Program non
urusan), dengan alokasi anggaran (sesuai RPJMD Tahun 2021-2026) dan pagu
anggaran akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil verifikasi Renja Awal Tahun
2026, yang akan menjadi basis data Renja Akhir Tahun 2026, maupun KUA-PPAS
Tahun Anggaran 2026 nantinya. Rincian per Kegiatan dan Sub Kegiatan dijabarkan
sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
sebesar Rp. 42.138.000,- terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :
1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi sebesar
Rp.13.030.000, dengan target kinerja berupa :
- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah : 9 Dokumen
Yang terdiri dari dokumen Perencanaan dan Penganggaran, diantaranya
Renja Awal/Akhir, Renja Perubahan, Renstra 2025 — 2029, RKA SKPD,
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RKA Pergeseran/Perubahan SKPD, DPA SKPD dan Dokumen
Penganggaran Pergeseran/Perubahan SKPD.

1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD, alokasi sebesar Rp. 21.360.000,-, dengan target kinerja
berupa:

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD : 9 Laporan
Yang terdiri dari LAKIP/SAKIP, LKPJ, LPPD, SBE, IKU/IKD, Renaksi,
PK/RKT, SBDA, dan Metadata Statistik.

1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 7.928.000, dengan
target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun : 6 Dokumen
Yang terdiri dari Reviu Renja/Renja Perubahan, Reviu Laporan Keuangan,
Reviu RKA/RKAP, Reviu DPA/DPPA, Reviu RB, Reviu Maturitas SPIP/MR
OPD.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 96.720.000,-

terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

2.1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat
Daerah, alokasi sebesar Rp. 81.360.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD :
12 Dokumen.

2.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD, alokasi sebesar Rp. 15.360.000,-, dengan target kinerja
berupa :

- Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun
yang disiapkan : 18 Laporan.

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar

Rp. 17.636.000,- terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan :

3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi sebesar Rp. 13.800.000,
dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD : 2 Dokumen.
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3.2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi sebesar

Rp.3.836.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD : 8 Laporan.
Kegiatan  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  sebesar
Rp.295.500.000,- terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi
sebesar Rp. 295.500.000,-, dengan target kinerja berupa :

- Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan : 14 Orang.
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 2.108.997.380,-
terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan :
5.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar

Rp.248.900.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan : 2 Paket
5.2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi sebesar Rp. 191.583.700,-

dengan target kinerja berupa :

- Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan : 2 Paket.

5.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi sebesar Rp. 198.074.900,-
dengan target kinerja berupa :

- Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan : 7 Paket.

5.4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, alokasi sebesar

Rp.170.008.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : 1

Paket.
5.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi
sebesar Rp. 25.284.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang

disediakan : 6 Dokumen.
5.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi sebesar

Rp. 1.270.538.780,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD :

50 Laporan.
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5.7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 4.608.000,-
dengan target kinerja berupa :

- Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD : 100 Dokumen.
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah sebesar Rp. 307.933.620,- terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan :

6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 307.933.620,-
dengan target kinerja berupa :

- Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan : 21 Unit.
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar
Rp. 194.500.000,- terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar Rp. 2.500.000,- dengan
target kinerja berupa :

- Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat : 1 Laporan.

7.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar

Rp. 7.200.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik :

12 Laporan.
7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar

Rp.184.800.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

yang Disediakan : 1 Laporan.
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 88.170.000,- terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan:
8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi sebesar

Rp.74.090.000,- dengan target kinerja berupa :

- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan

dibayarkan pajak dan perizinannya : 7 Unit.
8.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 14.080.000,-
dengan target kinerja berupa :

- Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara : 19 Unit.
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I1. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Program Urusan), dengan alokasi
anggaran (sesuai RPJMD Tahun 2021-2026) sebesar : Rp. 448.154.000,- , dengan
pagu anggaran yang akan disesuaikan kembali berdasarkan hasil verifikasi Renja Awal
Tahun 2026, yang akan menjadi basis data Renja Akhir Tahun 2026, maupun KUA-
PPAS Tahun Anggaran 2026, dengan rincian per Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai
berikut :

9. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan sebesar
Rp.205.954.000,- terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan :
9.1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, alokasi sebesar
Rp.74.752.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun : 65 Dokumen
Yang terdiri dari Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi
penyusunannya : 15 Ranperda dan Jumlah Rancangan Peraturan
Gubernur yang difasilitasi penyusunannya : 50 Ranpergub.
9.2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, alokasi sebesar
Rp.9.360.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun : 800 Dokumen
(Jumlah Rancangan/Konsep Keputusan Gubernur yang difasilitasi
penyusunannya).
9.3. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, alokasi
sebesar Rp.20.272.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi
Hukumnya : 160 Dokumen.
9.4. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, alokasi sebesar
Rp.101.570.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi :
100 Dokumen
(Rancangan PHD Kab/kota, dan evaluasi PHD Kab/kota).
10. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum sebesar Rp. 242.200.000,- terdiri dari 2
(dua) sub kegiatan :
10.1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum, alokasi sebesar Rp.161.350.000,-

dengan target kinerja berupa :
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- Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan : 7 kasus
10.2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, alokasi sebesar
Rp.80.850.000,- dengan target kinerja berupa :
- Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan : 10 Kasus
(Jumlah bantuan advokasi hukum yang disalurkan, dan monev pelaporan

RANHAM).

Berikut terlampir data Rekapitulasi Renja Akhir Tahun 2026 berdasarkan hasil entri
pada aplikasi SIPD-RI :
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MUSRENBANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

AN T SaANG omaToR procrams | TARSET | meausas | PRAKmaan CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN e
NO KODE URUSAM  PROGRAM / KEGIATAN/ SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK 18
KEGIATAN / SUB e | | sy | FEASRENER e pe— PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
KEGIATAN e TAHUN 2024 —_ — PAGU INDIKATIF (Rp) LoKasI DaNA TARGET | PAGU INDIKATI (Rp)
NASIONAL ] DAERAH
1 2 3 - s 6 7 s -] 10 " 12 | 13 12 15 1% 17
BIRO HUKUM 3.599.529.000.00 3.305.000.000.00
s UNSUR PENDUKUNG 3.599.529.000,00 3.303.000.000.00
URUSAN PEMERINTAHAN
s01 SEKRETARIAT DAERAH 3.599.929.000,00 3.509.000.000.00
1. |a0r01 PROGRAM PENUNJANG | Persentase ketercapasan 100% 3.151.775.000,00 1.585.000.000.00
AHAN urusan
DAER&H aaeran
provins:
401.01.1.01 Perencanaan. Persentase Sinkronisas! 100% 42.318.000,00 Memperkua | Mewuuoka 70.000.000.00 | SIRO HUKUM
Penganggaran, dan Evaluasl | Perencanaan dan tReformas! | n Tata
Kinena Perangkat Daeran Pefaksanaan Kineqa Politk, Keiola Pem
Perangkat Daerah H emtanhan
can Dan
Birokrasl, Peayanan
sena Memp | Pusiik Yang
ernxuat Pen Bersin,
han Akuntabel
aan Pembe S
Berkuailtas
Korups!,
Narkoba.
Jud dan Pe
nyeiudupan
4.01.01.1.01.0001 Dokumen ghat Daeran
Jumian Dokumen S Dokumen 13.030.000,00 | Kota Padang. PENDAPATAN ™ 30.000.000.00 | BIRO HUKUM
Perencanaan mﬂ’ Semua ASUI DAERAH t Reformasl | n Tata
Daeran Kecamatan, (PAD) ok, Keiola Pem
Semua Kei/Desa Hukum, emtanan
aan Dan
Birokrasi, Petayanan
sera Memp | Puoiik Yang
erkuat Pen Bersih,
4.01.01.1.01.0005 Koorainas! dan Penyusunan Laporan Capaan Kinerja can Ikhtisar Realsas! Kinena SKPD
Jumian Laporan Capalan © Laporan 21.360.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | Memperua | m 20.000.000.00 | BIRO HUKUM
Kinera dan mntisar Realsasi Padang Barat, ASU DAERAH 1t Reformasl | n Tata
Kinefja SKPD dan Laporan Padang Pasir (PAD) Politk, Keiola Pem
Hasl Kooranas! ”Wﬁmiﬂ Hukum, ermtahan
Laporan Capaian Kinerja dan can Dan
ntisar Reatsas! Kinera Birokrasi, Peayanan
SKPD sera Memp | Puoiik Yang
erxuat Pen | Bersin,
Axuntabel
@an Pembe | Serta
rantasan Berkuaitas
Korupsl,
Narkoba.
Judi dan Pe
nyetudupan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 15:21
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Hataman 1
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG e SR S T e S L TAHUN 2027
NO KODE D A — KEGIATAN / SUB PERIODE | (SAPAIAN | raRGET RENJA SIEE KR A
KEGIATAN / SUB et FEOOE | | seensaoen' | [EARGET SEN —— PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
KEGIATAN ek TAHUN 2024 Sl . PAGU INDIKATIF (Rp) LoKas! DaNa TARGET | PAGU INDIKATF (Rp)
nasiona [ paeran
1 2 3 P s 5 7 B ° 10 1 B 14 15 16 ”
401.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumian Laporan Evaluas! & Laporan 7.925.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | Mempertua 20.000.000.00 | BIRO HUKUM
Kinerja Perangkat Daeran PadangBarat. | ASLIDAERAH | tReformasi | n Tata
Padang Pasir (PAD) . Keiola Pem
Hukum, emtanan
Birokrasl, an,
sena Memp | Pudiik Yang
eruat Pen ¥
Akuntabel
aan Pembe | S
rantasan Berkuaitas
Konupsl,
Narkoba,
Jual dan Pe
nyeludupan
401.01.1.02 Tertw 100% 96.720.000,00 - 100.000.000.00 | BIRO HUKUM
Perangkat Dasran Agministrasi Keuangan nTata
Kelola Pem
emtanan
Dan
Petayanan
Pudiik Yang
Bersih,
Axuntabel
Serkuaitas
401011020003 | Pesaksanaan Penatausanaan dan
Pengujian/VerMkasi Keuangan SKPD
Jumian Dokumen 12 Dokumen £1.360.000,00 | Kota Padang. PENDAPATAN - 90.000.000.00 | BIRO HUKUM
tausanaan dan PadangBarat. | ASLI DAERAH nTata
rKE S Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
Keuangan SKPD emntanan
Dan
Peiayanan
Pusiik Yang
Bersin,
Axuntabel
Serna
Berkuaitas
4.01.01.1.02.0007 aan Lavoran Buianan/ Tr skPD
Jumian Laporan Keuangan 18 Laporan 15.360.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - 10.000.000.00 | BIRO HUKUM
Busanan/ PadangBarat. | ASLI DAERAH nTata
Triwwanan/Semesteran Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
SKPD gan Laporan emtanhan
Koorainas! Dan
Laporan Keuangan Butanan/ Peayanan
Triw: e, Pudiik Yang
SKPD Bersin,
Akuntabel
Sera
Berkuaitas
SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 Halaman 2

Sélege/
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027

URUSAN | BIDANG — = ARCET | rEausas:
NO KODE e KEGIATAN I sUB | | pemsooe | CAPAIAN | o A KELOMPOK T
KEGIATAN 1 SUB S PERIODE | RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS

KEGIATAN — TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) Lokas Dana TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)

NASIONAL | DAERAH

1 2 3 4 s 6 7 8 -] 10 " 12 13 12 15 1% 17

401.01.1.03 Aaminéstrasl Barang Mik Persentase Tertd - 100% 17.636.000,00 - Mewuuoka | - - 17.000.000.00 | BIRO HUKUM
Daerah paca Administrasi Barang MWKk nTata
Daeran Keiola Pem
Perangkat Dasran emtahan
Dan

anan
Pudiik Yang
Bersih,

Axuntabel
Berkuaitas

4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Millk Dasran SKPD

Jumian Dokumen 2 Dokumen 13.800.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuona | - 15.000.000.00 | BIRO HUKUM
Pengamanan Barang MK Padang Barat, | ASUI DAERAH nTata
Daeran SKPD Padang Pasir (PAD) Keiola Pem

4.01.01.1.03.0005 Penatausahaan Barang Milk Daerah pada
SKPD

Jumian Laporan 8 Laporan 3.836.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoka | - 2.000.000.00 | BIRO HUKUM
Penatausanaan Barang Uik Padang Barat, ASLUI DAERAH n Tata

Daeran pada SKPD Padang Pasir (PAD) Keiola Pem

emtanhan

Peayanan
Pudiik Yang

Bersih,
Akuntabel
Serta

401.01.1.05 Tert - 100% 295.500.000.00 - Mewujuoka | - - 187.000.000.00 | BIRO HUKUM
Perangkat Dasran Aaministrasi Kepegawaian n Tata

Perangiat Daeran Keiola Pem

4.01.01.1.05.0009 dan Pagawa Tugas can Fungs!

SIPD-RI : dicetak pada Hataman 3
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KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN/ SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR

PERIODE
RENSTRA
oPD

CAP:
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
202¢

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

DANA

NASIONAL

DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PENANGGUNG Jawas

9

12

13

15 16

17

295.500.000.00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

nTata
Keiola Pem
emtanan
Dan
Peiayanan
Pudiik Yang
Bersih,
Axuntabel
Sena
Berkuaitas

187.000.000.00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06

Aominisirasl Umum

Serangkat Daeran

100%

2.108.997.380.00

i

Kelol:

Pem
anan
Pudiik Yang
Bersih,
Akuntabel
Berkuaiitas

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0002

aan

Kantor

Jumian Paket Peraiatan gan
Periengikapan Kantor yang
Diseaiakan

S Paket

248.900.000.00

PENDAPATAN
ASUI DAERAH
(PAD)

nTata
Keiola Pem
emtahan

Dan
Peayanan
Pudlik Yang
Bersin,
Axuntabel
Serta

Berkuaitas

3C.00C.00C.00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0003

Penyediaan Peraiatan Ruman

S Paket

191.583.700.00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASUI DAERAH
(PAD)

n Tata
Keiola Pem
emtanan

Peiayanan
Pudiik Yang
Bersin,
Akuntabel
Sena

Serkualitas

3C.000.00C.00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.000¢

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SIPD-RI

gicetak pada 2025-05-14 15:21:30

Halaman 4
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PRAKIRAAN MAJU RENCANA
s ron rocmams | TARSET | peaysas | PRAKmASN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN cep e
NO KODE T s KEGIATAN / SUB PERIODE | (CAPAIAN | rarceT RENJA R e
KEGIATAN | SUB A o | e | EASAE R | pp— PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
KEGIATAN i TAHUN 2024 e e PAGU INDIKATIF (Rp) Lokast DaNa TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 S 6 7 8 -] 10 n 12 13 14 15 1% 17
Jumian Paket Bahan Logistik 3 Paket 198.074.900.00 | Kota Padang, | PENDAPATAN | - Mewuuosa | - $0.000.000.00 | BIRO HUKUM
Kantor yang Disediakan Padang Barat, | ASLI DAERAH nTata
Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emtanan
anan
Puliik Yang
Bersin,
Aruntabel
Serta
Serkuaitas

4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan gan Penggandaan

Jumian Paket Barang 10 Paket 170.008.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN - Mewujuaka | - 30.000.000.00 | BIRO HUKUM
Cetakan gan Penggandaan Padang Barat, ASLI DAERAH nTata
yang Disediakan Padang Pasir (PAD) xeiola Pem

4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Ungangan
Jumian Dokumen Bahan & Dokumen 25.284.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuona | - 30.000.000.00 | BIRO HUKUM
Bacaan gan Peraturan Padang Barat, ASUI DAERAH nTata
Perundang-Undangan yang Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
Disedakan emtahan
anan

Puoilk Yang

Axuntabel

Berkuaitas

4.01.01.1.06.0003 Penyelenggaraan Rapat Koordinas! dan
Konsuliasi SKPD

Jumian Laporan 50 Laporan 1.270.538.780.00 | Semua PENDAPATAN | - Mewuuoka | - 650.000.000.00 | BIRO HUKUM
Penyelenggaraan Rapat Kota/Kan, ASUI DAERAH nTata
Koorainasi dan Konsukas! Semua (PAD) Keiola Pem
SKPD K 3 emtanan
Semua Kei/Desa Dan

Peayanan

Puniik Yang

Axuntabel

Berkuaitas

4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPOD

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 15

Halaman S
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MAJU RENCANA

TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027

PRAKIRAAN
g o INDIKATOR PROGRAM / AKHIR s CAPAIAN
nO KODE e KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA e L
KEGIATAN SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JawAB
KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) LoKASI DaNA TARGET | PAGU INDIKATI (Rp)
o — —— MASIONAL | DAERAH

1 2 3 4 s 6 7 8 -] 10 " 12 13 12 15 16 17

Jumiah Dokumen 100 4.608.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoa | - 2.000.000.00 | BIRO HUKUM

Penatausanaan Arsip Dokumen Padang Barat, ASLI DAERAH nTata

Dinamis pada SKFD Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emntanan

Dan
Peiayanan
Pudiik Yang

Bersih,
Akuntabel
Berkuaitas

40101107 Pengadaan Barang Millk Persentase keterseciaan - 100% 307.933.620,00 - Mewujuoka | - - 100.000.000.00

Daerah Penunang Barang MWK Daeran sesual nTata

dengan perencanaan

Urusan Pemernntan Daerah emtahan
Dan

4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Peralatan dan Mesh Lannya

Jumian Unit Peraiatan oan 10 Unit 307.933.620,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoka | - 100.000.000.00 | BIRO HUKUM

Mesin Lainnya yang Padang Barat, ASUI DAZRAH nTata

Diseavakan Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emtanan

401.01.1.08 Jasa - 100% 154.500.000.00 - Mewuuoka | - - 208.000.000.00 | BIRO HUKUM

Urusan Jasa Penunjang Urusan nTata

Pemerntanan Daeran Keiola Pem
emtanan

Pemenntahan Daeran

Dan
Pe@yanan
Puoiik Yang
Bersih

Axuntapel

Berkuaitas

4.01.01.1.08.0001 Penyedlaan Jasa Surat Menyurat

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 Halaman 6
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e B MAJU RENCANA
SNRRIBAN § BEDANG INDIKATOR PROGRAM/ | AKoR | REALISASI CAPAIAN AN Ke "= e
NO KODE el o L KEGIATAN / SUB PERIODE | (ERPAIMN | rarGET RENJA e L
KEGIATAN | SUB R a1 | esan ol | KA E R PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAS
KEGIATAN el TAHUN 2024 el 7‘2:;“ PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NasiONaL | DaERaH
1 2 3 4 B 5 7 B s 10 ) 12 13 12 15 5 17
Jumian Laporan Penyediaan 1 Laporan 2.500.000.00 | Kota Pagang, PENDAPATAN - Mewujuoka | - 3.000.000.00 | BIRO HUKUM
Jasa Surar Menyurat Semua ASLI DAERAH nTata
Kecamatan, (PAD) Keiola Pem
Semua KeDesa emtanan
.
Pupiik Yang
Akuntabel
Serta
Serkuaitas
401.01.1.080002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alr gan Listrk
Jumian Laporan Penyediaan 12 Laporan 7.200.000,00 | Kota Pagang, PENDAPATAN - Mewujuoka | - $.000.000.00 | BIRO HUKUM
Jasa Komunikasi, Sumber Padang Barat, | ASLI DAERAH nTata
Daya Air gan Listrik yang Padang Pasir (PAD) Keola Pem
Disedakan emtanan
Dan
Peayan
Pudliik Yang
Axuntabel
Sera
Serkualitas
4.01.01.1.08.0003 Jasa dan Kantor
Jumian Laporan Penyediaan 1 Laporan 184.800.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoa | - 200.000.000.00 | 81RO HUKUM
Jasa Peratatan dgan Padang Barat, | ASUI DASRAH nTata
Periengkapan Kantor yang Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
Disedakan emtanan
Dan
Pesayanan
Pudlik Yang
Axuntabel
Senta
Serkuaitas
40101109 Pemeinaraan Barang Mk Persentase Barang Mk - 100 % 88.170.000.00 - Mewujuoka | - - 85.000.000.00 | BIRO HUKUM
Daerah Penunjang Urusan Daerah yang berkondaisi baik nTata
Pemenntanan Daerah Keiola Pem
emtanan
Dan
Peayan
Pudiik Yang
Axuntapel
sena
Serxuaitas
4.01.01.1.09.0002 Jasa Baya Pajak dan Dinas Of atau Lapangan

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14

Hataman 7

6l | FPage




Renja Biro Hukwm Tahun 2026

MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG I P - TARGET REALISAS! P:::.Am CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
e e URUSAN / PROGRAM / .o'xz'“su e suma PEMIGIQHD‘E CAPAIAN TAnsE‘rmnE:u == KELOMPOK 1)
KEGIATAN/ SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWASB
KEGIATAN oPD TAHUN 2024 2025 202¢ PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 s 6 7 L] s 10 " 12 13 14 15 15 17
Jumian S 7 Unit 74.050.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN - - 75.000.000.00 | BIRO HUKUM
Operasional atau Lapangan Semua ASU DAERAH nTata
yang Kecar A (PAD) Keiola Pem
Divayarkan Pajak dan Semua KewDesa emtanan
Perzinannyz
an
Puplik Yang
Axuntabel
Berkuaitas
4.01.01.1.09.0005 Pemelnaraan Peralatan can Mesin Lainnya
Jumian Peraiatan dan Mesin 12 Unit 14.080.000,00 | Kota Padang. PENDAPATAN - - 10.000.000.00 | BIRO HUKUM
Lannya yang Dipeanara Padang Barat, ASLI DAERAH nTata
Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emtanan
anan
Pupiik Yang
Axuntabel
Berkuailtas
2. 40105 PROGRAM FASILITASI Perseniase ketercapalan 90 % 448.154.000.00 2.320.000.000.00
DAN KOORDINASI HUKUM | rasnnass dan koordmas!
hukum
40105101 Faslitas: Penyusunan Persentase produk Aukum 100 % 205.954.000.00 - Pemerintan Daeran 1.470.000.000.00 | BIRO HUKUM
Perundang-Unaangan daeran yang citasimtasi n Tata can Masyarakat
Keiola Pem
anan
Pudlik Yang
Axuntabel
Berkuaitas
4.01.05.1.01.0001 Faslitasi Penyusunan Produk Hukum
Pengaturan
Jumian Proguk Hukum €5 Dokumen 74.752.000.00 | Kota Padang. PENDAPATAN - Pemennian Daeran €30.000.000.00 | BIRO HUKUM
Pengaturan yang Disusun Padang Barat, ASLI DAERAH nTata @an Masyarakat
Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emtanan
Dan
Peiayanan
Puplik Yang
Bersin,
Axuntabel
Serta
Berkuaitas
4.01.05.1.01.0002 Faslitasi Penyusunan Produk Hukum
Penetapan
SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 15:21:30 Haiaman 8
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MAJU RENCANA

PENDANAAN
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA TAHUN 2027

URUSAN 1 BIDANG . AReeT | reausas: impee
NO KODE ot L L KeoiaTAN 1SUB | | PERtODE TARGET RENIA N .
KEGIATAN | SUB ol RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB

KEGIATAN R oty TRSET | pacumoikanF (Rp) LOKASI DANA TARGET | PAGU INDIKATF (Rp)

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 " 12 13 12 15 1% 17

Jumian Proguk Hukum 800 9.360.000.00 | Kota Pagang, PENDAPATAN - Mewuuoka | Pemenntan Daeran 40.000.000.00 | BIRO HUKUM
Penetapan yang Disusun Dokumen Padang Barat, ASLI DAERAH nTaa can Masyarakat

Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emtanan

Dan
Peayanan
Pudiik Yang
Bersin,

Axuntabel
Berkuaitas

4.01.05.1.01.0003 Pencokumentasian Procuk Hukum can Naskah Hukum Lainnya

Jumiah Produk Hukum yang 150 20.272.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoka | Pemerintan Daeran 175.000.000.00 | BIRO HUKUM
Didokumentas! dan Dikeiola Dokumen Padang Barat, ASU DAERAH nTata can Masyarakat
Informasi Hukumnya Padang Pasir (PAD) Keiola Pem
emtanan
Dan

anan
Puoilk Yang
Bersin,
Akuntabel

Berkuaitas

4.01.05.1.01.000¢ Faslitas! dan Evaluasl Proouk Hukum
Kabupaten/Kota

Jumian Proguk Hukum 100 101.570.000.00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoka | Pemenntan Daeran 625.000.000.00 | BIRO HUKUM

yang Dokumen Padang Barat., ASU DAERAH n Tata aan Masyarakat
Difasiitas! gan Dievaluas! Padang Pasir (PAD) Keiola Pem

emtahan

Dan
Peigyanan
Puoiik Yang
Bersin,
Akuntabel
Serkuaitas

4.01.05.1.02 Faslitas Bantuan Hukum Persentase Bantuan Hukum | - 100% 242.200.000.00 - Mewuuoka | Pemerintan Daeran | - £50.000.000.00 | BIRO HUKUM
yang Dirasixas! n Tata ©an Masyarakat
Keiola Pem
emtanan
Dan
Peiayanan
Pubilk Yang
Bersih,
Akuntabel

Berkuaitas

4.01.05.1.02.0001 Faslitas Penyelesalan Masaiah Hukum

Hataman 9

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 152
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3.903.000.000.00

MAJU RENCANA
PRAKIRAAN cap, RJA RANGKA PENDANAAN
S EN— INDIKATOR PROGRAM / Tamm | REAUSASI CAPAIAN e -
NO KODE SOV KEGIATAN / SUB PERIODE | LSAPAIAN | raRGET RENJA s L
KEGIATAN | SUB R el | e opn| | EEREET e e PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN i TAHUN 2024 Al o PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DaERAH
1 2 3 - s L 7 8 -] 10 n 12 13 14 15 16 17
Jumian Masaiah Hukum 7 Kasus 161.350.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoka | Pemerintan Daeran €70.000.000.00 | BIRO HUKUM
yang Diselesalkan Padang Barat, ASUI DAERAH nTata aan Masyarakat
PadangPasr | (PAD) Keiola Pem
emtahan
anan
Pudlik Yang
Axuntabel
Berkuailtas
4.01.05.1.02.0002 Faslitas! Penyelesalan Masaiah Non Litigas! dan HAM
Jumian Masaiah Non Ltgasi 10 Kasus £0.850.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN | - Mewuuoka | Pemerintan Daeran 180.000.000.00 | BIRO HUKUM
0an HAM yang Diseiesaikan PadangBarat, | ASUI DAERAH nTata can Masyarakat
PadangPasr | (PAD) Kelola Pem
emtanan
Dan
anan
Puiik Yang
Akuntabel
s
Berkuaitas
JUMLAH

6
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja tahun 2026 ini dibuat sebagai dasar dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan Biro Hukum yang mengacu kepada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan juga disesuaikan dengan dana anggaran yang nantinya
dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, Renja tahun 2026 pada Biro
Hukum juga disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan hasil evaluasi dari
berbagai permasalahan/kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2024 dan
proyeksi realisasi program/kegiatan pada tahun berjalan (2025), sehingga tugas dan
fungsi Biro Hukum dapat diupayakan dan dilaksanakan untuk mencapai target secara
optimal. Review ini dipaparkan sebagai evaluasi untuk memenuhi tuntutan dan harapan

yang akan dihadapi oleh Biro Hukum nantinya, dengan beberapa catatan penting, yaitu :

1. Renja Biro Hukum Tahun 2026 merupakan komitmen perencanaan Biro Hukum dan
berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan selama 1
(satu) tahun ke depan.

2. Renja Biro Hukum Tahun 2026 sebaiknya dijalankan dengan penuh tanggung
jawab dan dedikasi yang tinggi dalam mendukung kinerja Biro Hukum pada tahun
bersangkutan.

3. Renja Biro Hukum Tahun 2026 diharapkan dapat membuat kinerja pelayanan Biro
Hukum menjadi lebih baik.

4. Penyesuaian alokasi pendanaan dibutuhkan bagi peningkatan kinerja pelayanan
Biro Hukum kedepannya, mengikuti perkembangan zaman yang semakin dinamis

sehingga dapat berguna bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Point-point yang telah dirumuskan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi
unit kerja Biro Hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi
Sumatera Barat yang lebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-
masing. Pendekatan rasionalisasi terhadap tugas pokok dan fungsi Biro Hukum pada
tahun anggaran 2026 yang akan datang sangat penting untuk dicermati dan dipedomani
dalam menetapkan pagu anggaran tahun 2026, sebagai dasar penyusunan dan
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
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Renja Biro Hukum Tahun 2026

Demikian Rencana Kerja tahun 2026 ini disampaikan, untuk menjadi perhatian

bagi semua pihak terkait.

Padang, Mei 2025

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ASHERI YANDA BOY, S.H.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700903 199803 1 003
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PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PRA RENCANA
KERJA ANGGARAN

(PRA RKA)
RENJA TAHUN 2026

£/R0 HUNN\\

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT




MUSRENBANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

URUSAN / BIDANG NDIKATOR PROGRAM / T,IA\AKRHG|ET REALISASI Plé,:gzﬁQN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
NO KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD TAHUN 2024 2025 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BIRO HUKUM 3.599.929.000,00 3.909.000.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG 3.599.929.000,00 3.909.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 SEKRETARIAT DAERAH 3.599.929.000,00 3.909.000.000,00
1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG Persentase ketercapaian - 100 % 3.151.775.000,00 1.589.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN [ penunjang urusan
DAERAH PROVINSI pemerintahan daerah
provinsi
4.01.01.1.01 Perencanaan, Persentase Sinkronisasi - 100 % 42.318.000,00 Memperkua | Mewujudka 70.000.000,00 | BIRO HUKUM
Penganggaran, dan Evaluasi | Perencanaan dan t Reformasi | n Tata
Kinerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Kinerja Politik, Kelola Pem
Perangkat Daerah Hukum, erintahan
dan Dan
Birokrasi, Pelayanan
serta Memp | Publik Yang
erkuat Pen | Bersih,
cegahan Akuntabel
dan Pembe | Serta
rantasan Berkualitas
Korupsi,
Narkoba,
Judi dan Pe
nyeludupan
4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen 9 Dokumen 13.030.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN Memperkua | Mewujudka 30.000.000,00 | BIRO HUKUM
Perencanaan Perangkat Semua ASLI DAERAH t Reformasi | n Tata
Daerah Kecamatan, (PAD) Politik, Kelola Pem
Semua Kel/Desa Hukum, erintahan
dan Dan
Birokrasi, Pelayanan
serta Memp | Publik Yang
erkuat Pen | Bersih,
cegahan Akuntabel
dan Pembe | Serta
rantasan Berkualitas
Korupsi,
Narkoba,
Judi dan Pe
nyeludupan
4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian 9 Laporan 21.360.000,00 | Kota Padang, PENDAPATAN Memperkua | Mewujudka 20.000.000,00 | BIRO HUKUM
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Padang Barat, ASLI DAERAH t Reformasi | n Tata
Kinerja SKPD dan Laporan Padang Pasir (PAD) Politik, Kelola Pem
Hasil Koordinasi Penyusunan Hukum, erintahan
Laporan Capaian Kinerja dan dan Dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja Birokrasi, Pelayanan
SKPD serta Memp | Publik Yang
erkuat Pen | Bersih,
cegahan Akuntabel
dan Pembe | Serta
rantasan Berkualitas
Korupsi,
Narkoba,
Judi dan Pe
nyeludupan
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3
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4.01.01.1.01.0007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

6 Laporan

7.928.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Memperkua
t Reformasi
Politik,
Hukum,
dan
Birokrasi,
serta Memp
erkuat Pen
cegahan
dan Pembe
rantasan
Korupsi,
Narkoba,
Judi dan Pe
nyeludupan

Mewujudka | -
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

20.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Tertib
Administrasi Keuangan

100 %

96.720.000,00

Mewujudka | -
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

100.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.02.0003

Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD

12 Dokumen

81.360.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN -
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka | -
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

90.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.02.0007

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/Semesteran
SKPD

18 Laporan

15.360.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN -
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka | -
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

10.000.000,00

BIRO HUKUM
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4.01.01.1.03

Administrasi Barang Milik
Daerah pada

Perangkat Daerah

Persentase Tertib
Administrasi Barang Milik
Daerah

100 %

17.636.000,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

17.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.03.0002

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen
Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

2 Dokumen

13.800.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

15.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.03.0006

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Jumlah Laporan
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD

8 Laporan

3.836.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

2.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Persentase Tertib
Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

100 %

295.500.000,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

187.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.05.0009

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
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8
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Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan
Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan

12 Orang

295.500.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

187.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06

Persentase Tertib
Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

100 %

2.108.997.380,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

822.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

5 Paket

248.900.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

30.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan
Rumah Tangga yang
Disediakan

5 Paket

191.583.700,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

30.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0004

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
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Jumlah Paket Bahan Logistik
Kantor yang Disediakan

3 Paket

198.074.900,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

50.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang
Cetakan dan Penggandaan
yang Disediakan

10 Paket

170.008.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

30.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0006

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

6 Dokumen

25.284.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

30.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

50 Laporan

1.270.538.780,00

Semua
Kota/Kab,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

650.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.06.0010

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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Jumlah Dokumen
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

100
Dokumen

4.608.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

2.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Persentase ketersediaan
Barang Milik Daerah sesuai
dengan perencanaan

100 %

307.933.620,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

100.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.07.0006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan
Mesin Lainnya yang
Disediakan

10 Unit

307.933.620,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

100.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.08

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

Pemerintahan Daerah

Persentase ketersediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100 %

194.500.000,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

208.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.08.0001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat

1 Laporan

2.500.000,00

Kota Padang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

3.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.08.0002

Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan

12 Laporan

7.200.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

5.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.08.0003

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

1 Laporan

184.800.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

200.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.09

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Persentase Barang Milik
Daerah yang berkondisi baik

100 %

88.170.000,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

85.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.09.0002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
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Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan
Perizinannya

7 Unit

74.090.000,00

Kota Padang,
Semua
Kecamatan,
Semua Kel/Desa

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

75.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.01.1.09.0006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

12 Unit

14.080.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

10.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05

PROGRAM FASILITASI
DAN KOORDINASI HUKUM

Persentase ketercapaian
fasilitasi dan koordinasi
hukum

90 %

448.154.000,00

2.320.000.000,00

4.01.05.1.01

Fasilitasi Penyusunan
Perundang-Undangan

Persentase produk hukum
daerah yang difasilitasi

100 %

205.954.000,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

1.470.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.01.0001

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Pengaturan

Jumlah Produk Hukum
Pengaturan yang Disusun

65 Dokumen

74.752.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

630.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.01.0002

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Penetapan
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Jumlah Produk Hukum
Penetapan yang Disusun

800
Dokumen

9.360.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

40.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.01.0003

Pendokumentasian Produk Hu

kum dan Naskah Hukum Lainnya

Jumlah Produk Hukum yang
Didokumentasi dan Dikelola
Informasi Hukumnya

160
Dokumen

20.272.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

175.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.01.0004

Fasilitasi dan Evaluasi Produk

Kabupaten/Kota

Hukum

Jumlah Produk Hukum
Kabupaten/Kota yang
Difasilitasi dan Dievaluasi

100
Dokumen

101.570.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

625.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.02

Fasilitasi Bantuan Hukum

Persentase Bantuan Hukum
yang Difasilitasi

100 %

242.200.000,00

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

850.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.02.0001

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 15:21:39
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NO

KODE

URUSAN / BIDANG
URUSAN / PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM /
KEGIATAN / SUB
KEGIATAN

TARGET
AKHIR
PERIODE
RENSTRA
OPD

REALISASI
CAPAIAN
RENJA OPD
TAHUN 2024

PRAKIRAAN
CAPAIAN
TARGET RENJA
OPD TAHUN
2025

CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

TARGET
2026

PAGU INDIKATIF (Rp)

LOKASI

SUMBER DANA

PRIORITAS

NASIO

NAL | DAERAH

KELOMPOK
SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2027

TARGET

PAGU INDIKATIF (Rp)

PERANGKAT DAERAH
PENANGGUNG JAWAB

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Jumlah Masalah Hukum
yang Diselesaikan

7 Kasus

161.350.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

670.000.000,00

BIRO HUKUM

4.01.05.1.02.0002

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

Jumlah Masalah Non Litigasi
dan HAM yang Diselesaikan

10 Kasus

80.850.000,00

Kota Padang,
Padang Barat,
Padang Pasir

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)

Mewujudka
n Tata
Kelola Pem
erintahan
Dan
Pelayanan
Publik Yang
Bersih,
Akuntabel
Serta
Berkualitas

Pemerintah Daerah
dan Masyarakat

180.000.000,00

BIRO HUKUM

JUMLAH

3.599.929.000,00

3.909.000.000,00

SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-14 15:21:39
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 13.030.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.030.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen
Hasil Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 13.030.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 13.030.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.030.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.270.000,00

5.1.02.01.01

Belanja Barang Pakai Habis

Rp. 4.270.000,00

5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 4.270.000,00

[#] Forum Renja OPD (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 4.270.000,00

[ -] Forum Renja OPD (Biro Hukum)

Rp. 4.270.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Konsumsi Rapat Biasa 70 Orang / Kali 17.000,00 0% Rp. 1.190.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa .
e 70 Orang / Kali 44.000,00 0% Rp. 3.080.000,00
Spesifikasi : Makan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 8.760.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 8.760.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 8.760.000,00
[#] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 8.760.000,00
[-]Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 8.760.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 2 x 24 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Spesifikasi : Golongan 1V
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 7x24 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 3.360.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 3x24 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 1.224.000,00
Makan Lembur : o
Spesifikasi : ASN/Non ASN 12x8 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 2.976.000,00
Jumlah Rp. 13.030.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 21.360.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 20.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 21.360.000,00
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan

Keluaran . Do . T 9 Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Hasil Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

Realisasi Kinerja SKPD

: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 21.360.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 21.360.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 21.360.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 7.320.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 7.320.000,00

5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 7.320.000,00

[ #] Mamin Rapat Capaian Kinerja (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 7.320.000,00

[ -1 Mamin Rapat Capaian Kinerja (Biro Hukum)

Rp. 7.320.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Konsumsi Rapat Biasa 30x4 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 2.040.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 30 x 4 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 5.280.000,00
Spesifikasi : Makan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 14.040.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 14.040.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 14.040.000,00
[#] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 14.040.000,00
[-]Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 14.040.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 3x 48 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 3.600.000,00
Spesifikasi : Golongan 1V
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 6 x 48 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 5.760.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 3x48 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 2.448.000,00
Makan Lembur : o
Spesifikasi : ASN/Non ASN 12x6 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 2.232.000,00
Jumlah Rp. 21.360.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




Formulir
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA-BELANJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 7.928.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 20.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.928.000,00
Keluaran Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan
Hasil Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 7.928.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 7.928.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.928.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 7.928.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 7.928.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 7.928.000,00

[#] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 7.928.000,00

[ -] Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 7.928.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 3x32 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 2.400.000,00
Spesifikasi : Golongan IV
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 5 x 32 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 3.200.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 2x32 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 1.088.000,00
Makan Lembur ; 0
Spesifikasi : ASN/Non ASN 10x 4 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 1.240.000,00
Jumlah : Rp. 7.928.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 81.360.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 90.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 81.360.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen
Hasil Persentase Tertib Administrasi Keuangan 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 81.360.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 81.360.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 81.360.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 81.360.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 81.360.000,00
5.1.02.02.01.0080 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp. 81.360.000,00
[#]1 Honorarium Pengelola Keuangan (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 81.360.000,00
[ -] Honorarium Pengelola Keuangan (Biro Hukum) Rp. 81.360.000,00
Penanggungjawab Pengelola Keuangan
(PAKPA) . . 1x12 Orang Bulan 2.280.000,00 0% Rp. 27.360.000,00
Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar e e
s.d 5 Milyar
Bendaharawan Pengeluaran Pembantu atau
Bendaharawan Penerimaan Pembantu o
Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 2,5 Milyar 1x12 Orang Bulan 570.000,00 0% Rp. 6.840.000,00
s.d 5 Milyar
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Spesifikasi : nilai pagu dana diatas 1 Milyar 1x12 Orang Bulan 1.910.000,00 0% Rp. 22.920.000,00
sampai 2,5 Milyar
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 2x 12 Orang Bulan 1.010.000,00 0% Rp. 24.240.000,00
Spesifikasi : nilai pagu dana sampai 100 juta
Jumlah Rp. 81.360.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 15.360.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 10.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 15.360.000,00
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan

Keluaran . 18 Laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Hasil Persentase Tertib Administrasi Keuangan 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 15.360.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 15.360.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.360.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 15.360.000,00

5.1.02.02.01

Belanja Jasa Kantor

Rp. 15.360.000,00

5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur

Rp. 15.360.000,00

[ #] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 15.360.000,00

[ -] Lembur ASN (Biro Hukum)

Rp. 15.360.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 2 x 80 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Spesifikasi : Golongan IV
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 3 x 80 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 4.800.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 3x80 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 4.080.000,00
Makan Lembur ; 0
Spesifikasi : ASN/Non ASN 8x10 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 2.480.000,00
Jumlah : | Rp. 15.360.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 13.800.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 15.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 13.800.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen
Hasil Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 13.800.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 13.800.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.800.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 13.800.000,00
5.1.02.02.02 Belanja luran Jaminan/Asuransi Rp. 13.800.000,00
5.1.02.02.02.0008 | Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp. 13.800.000,00

) Asilﬁnrigfloil\r/nlalj ;(Egﬁgﬁéﬂiw ASLI DAERAH (PAD) Rp. 13.800.000,00

[ -] Asuransi BMD (Biro Hukum) Rp. 13.800.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Asuransi Kendaraan Dinas . 0
Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Pimpinan Unit / Tahun 8.000.000,00 0% Rp. 8.000.000,00
Asuransi Kendaraan Dinas . o
Spesifikasi : Premi Asuransi Roda 4 Minibus Unit / Tahun 5.200.000,00 0% Rp. 5.200.000,00
Klaim Asuransi Unit 300.000,00 0 % Rp. 600.000,00
Spesifikasi : Biaya Klaim Premi Asuransi U 0 P: U
Jumlah : | Rp. 13.800.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 3.836.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 2.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 3.836.000,00
Keluaran Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 8 Laporan
Hasil Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada

SKPD

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 3.836.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 3.836.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.836.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 3.836.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 3.836.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 3.836.000,00
[#] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.836.000,00
[ -] Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 3.836.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 5x 16 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 1.600.000,00
Spesifikasi : Golongan 11l
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 3x16 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 816.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 2x16 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 800.000,00
Spesifikasi : Golongan IV
Makan Lembur ; o
Spesifikasi : ASN/Non ASN 10x2 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 620.000,00
Jumlah Rp. 3.836.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 295.500.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 187.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 295.500.000,00
Keluaran Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 12 Orang
Hasil Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp.
295.500.000,00

51 BELANJA OPERASI Rp.

' 295.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.

" 295.500.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.

A 295.500.000,00
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp

295.500.000,00

5.1.02.02.12.0001

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan

Rp.
295.500.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
[ #] Kontribusi Diklat ASN (Biro Hukum) Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 295.500.000,00
[ -] Kontribusi Diklat ASN (Biro Hukum) Rp.
295.500.000,00
Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang R
Spesifikasi : Penyusun dan Perancang 6 Orang 40.000.000,00 0% P
240.000.000,00
Peraturan Perundang-undanga...
Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang o
Spesifikasi : Pendidikan Khusus Advokat s Orang 6.000.000,00 0% Rp. 18.000.000,00
Biaya Kontribusi Pelatihan/Magang
Spesifikasi : Belanja Kepesertaan Pelatihan/ | 5x 3 Orang Kali 2.500.000,00 0% Rp. 37.500.000,00
Bimtek
. Rp.
Jumlah = 1 595.500.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 248.900.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 248.900.000,00
Keluaran Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp.
248.900.000,00

51 BELANJA OPERASI Rp. 95.900.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 95.900.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 95.900.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 95.900.000,00
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 95.900.000,00

e i) (oao)

[ -] Perlengkapan/Peralatan Kantor (Biro Hukum) Rp. 95.900.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Wallpaper Vinyl
Spesifikasi : Wallpaper Anti bakteri Spesifikasi| 200 M2 402.500,00 0% Rp. 80.500.000,00
Produk - Motif ...
vertikal blind 0
Spesifikasi : vertical blind seri 80 sharp point S0 Meter 308.000,00 0% Rp. 15.400.000,00
5.2 BELANJA MODAL Rp.
. 153.000.000,00
. . Rp.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 153.000.000,00
. Rp.
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 153.000.000,00
. Rp.
5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 153.000.000,00
. . Rp.
5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 153.000.000,00
[ #] Perlengkapan/Peralatan Kantor (Biro Hukum) Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 153.000.000,00
. Rp.
[ - ] Perlengkapan/Peralatan Kantor (Biro Hukum) 153.000.000,00
Smart Board/Ice board o Rp.
Spesifikasi : 65 inch L Set 153.000.000,00 1 0% 153.000.000,00
: Rp.
Jumlah =\ 548 900.000,00

Provin

si Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 191.583.700,00
Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 191.583.700,00
Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp.
191.583.700,00
5.2 BELANJA MODAL Rp.
' 191.583.700,00
. . Rp.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 191.583.700,00
. Rp.
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 191.583.700,00
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp.

191.583.700,00

5.2.02.05.02.0001

Belanja Modal Mebel

Rp. 99.813.700,00

[ #] Sarpras ASN/Ruangan (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 99.813.700,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
[ -] Sarpras ASN/Ruangan (Biro Hukum) Rp. 99.813.700,00
meja kerja staf . 0
Spesifikasi : meja kerja staf model biro 6 Unit 2.568.800,00 0% Rp. 15.412.800,00
kursi kerja pegawai non struktural . 0
Spesifikasi : 66 x 66 x 92/102 cm 10 Unit 1.883.000,00 0% Rp. 18.830.000,00
meja rapat . 0
Spesifikasi : pb + mfc 1 Unit 19.970.700,00 0% Rp. 19.970.700,00
kursi kerja pejabat eselon ii
Spesifikasi : dimension w x d x h (mm): 670 x | 1 Unit 4.913.000,00 0% Rp. 4.913.000,00
605 x 965-1065
Kursi Tunggu
Spesifikasi : dimension w x d x h (mm) : 2500 | 2 Unit 4.837.600,00 0% Rp. 9.675.200,00
X 650 x 870 (4 sea...
kursi rapat . 0
Spesifikasi : foam, metal, polyurethane 20 Unit 1.550.600,00 0% Rp. 31.012.000,00
5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp. 91.770.000,00
[ #] Sarpras ASN/Ruangan (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 91.770.000,00
[ -] Sarpras ASN/Ruangan (Biro Hukum) Rp. 91.770.000,00
Televisi (terpasang) . 0
Spesifikasi : 70 inch/android 2 Unit 30.000.000,00 0% Rp. 60.000.000,00
Foto Gubernur dan wakil gubernur Prov.
Sumbar I 2 Paket 1.000.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
Spesifikasi : uk. 24 r finishing kaca frame T T
kayu
Foto presiden dan wakil presiden + frame
Spesifikasi : uk. 40x50cm finishing kaca dan 2 Paket 500.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
frame kayu
Karpet
Spesifikasi : Weight size cosntruction backing | 20 Meter 1.438.500,00 0% Rp. 28.770.000,00
dye 100% classlon...
Jumlah : Rp

191.583.700,00

Provinsi Sumatera Barat
Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002
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RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 198.074.900,00
Alokasi 2027 : Rp. 50.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 198.074.900,00
Keluaran Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp.
198.074.900,00
51 BELANJA OPERASI Rp.
' 198.074.900,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
" 198.074.900,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp.
A 198.074.900,00
. . . Rp.
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 198.074.900,00
5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 34.852.700,00
[#]1 ATK Bagian Bantuan Hukum (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 22.067.800,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
[ -1 ATK Bagian Bantuan Hukum Litigasi (Biro Hukum) Rp. 3.372.000,00

AnakS%Z?iﬁLasi ' N0.10 isi 20 12 Kotak 27.000,00 0% Rp. 324.000,00
binder clip ‘ .

Spesifikasi : 107 12 Kota 3.400,00 0% Rp. 40.800,00
binder clip 12 Kotak 4.800,00 0% Rp. 57.600,00

Spesifikasi : 111 ota .800, 0 p. 57.600,
b'ndesrgggiﬁkasi 6. 200 12 Kotak 12.700,00 0% Rp. 152.400,00
oox I:Sllsesifikasi - folio 12 Buah 35.200,00 0% Rp. 422.400,00
et grs:srilﬁ&asi ‘a4 12 Buah 54.300,00 0% Rp. 651.600,00
Brief ggg;?ii;si - folio 1 Dus 486.300,00 0% Rp. 486.300,00
Map 0

Spesifikasi : spring 12 Pcs 6.300,00 0% Rp. 75.600,00
Memgpset!scirikasi : mm-36 2 Lusin 77.500,00 0% Rp. 155.000,00
pena 2 Kotak 282 % R

Spesifikasi : 1.0 mm ota 82.900,00 0% p. 565.800,00
penaSpesifikasi : dong-a 2 Lusin 68.300,00 0% Rp. 136.600,00
StablllSopesifikasi : 10 pcs 2 Kotak 94.700,00 0% Rp. 189.400,00
Staplg;)esifikasi :hd 10 3 Buah 8.700,00 0% Rp. 26.100,00
St'°kys'5(é§ﬁkasi : 9X5X9 2 Kotak 44.200,00 0% Rp. 88.400,00

[ -1 ATK Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum) Rp. 3.328.200,00

AnakSl_;;ee(:i(feiLasi ' N0.10 isi 20 12 Kotak 27.000,00 0% Rp. 324.000,00
binder clip K 0

Spesifikasi : 111 12 Kota 4.800,00 0% Rp. 57.600,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
binder clip " .
Spesifikasi : no. 280 12 Kota 24.700,00 0% Rp. 296.400,00
o fllSepl;g;;kasi : 2 susun 6 Pcs 94.900,00 0% Rp. 569.400,00
oox I:Sllsesifikasi - folio 12 Buah 35.200,00 0% Rp. 422.400,00
Brief Sop:ggirf]iekrasi - folio 1 Dus 486.300,00 0% Rp. 486.300,00
e Spesifikasi : spring 1 Lusin 6.300,00 0% Rp. 6.300,00
pena 9
Spesifikasi : 1.0 mm 1 Kotak 282.900,00 0% Rp. 282.900,00
stabllg)peSiﬁkaSi 10 pcs 1 Kotak 94.700,00 0% Rp. 94.700,00
penaSpeSiﬁkaSi - dong-a 2 Lusin 68.300,00 0% Rp. 136.600,00
et grs:srilﬁliasi ‘a4 12 Buah 54.300,00 0% Rp. 651.600,00
[ -1 ATK Bagian Bantuan Hukum, subbag TU (Biro Hukum) Rp. 15.367.600,00
Anakskéee(;ﬁ{(asi . No.10 isi 20 12 Kotak 27.000,00 0% Rp. 324.000,00
binder clip 0
Spesifikasi : 107 12 Kotak 3.400,00 0% Rp. 40.800,00
bmdesrgzlelgiﬁkasi : 260 12 Kotak 17.100,00 0% Rp. 205.200,00
binder clip 12 Kotak 12.700,00 0% Rp. 152.400,00
Spesifikasi : no. 200 ota -700, 0 p. 152.400,
oret Sop:gz:;iek;si : folio 4 Dus 486.300,00 0% Rp. 1.945.200,00
buku agenda h )
Spesifikasi : isi 300 12 Bua 57.500,00 0% Rp. 690.000,00
BUKUSfolfass?ﬁl?:in : 100 lbr 36 Buah 15.800,00 0% Rp. 568.800,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
isi staples 36 Kotak 3.300,00 0% Rp. 118.800,00
Spesifikasi : kecil
Lakban
L . 6 Kotak 124.800,00 0% Rp. 748.800,00
Spesifikasi : bening
pena o
Spesifikasi : 1.0 mm 12 Kotak 282.900,00 0% Rp. 3.394.800,00
pena
e 12 Kotak 68.300,00 0% Rp. 819.600,00
Spesifikasi : dong-a
stabillo o
Spesifikasi : 10 pcs 2 Kotak 94.700,00 0% Rp. 189.400,00
Sticky Note o
Spesifikasi : ksy 105 12 Kotak 63.300,00 0% Rp. 759.600,00
Double Tip
Spesifikasi : 6mm/dinc 12 Pcs 2.500,00 0% Rp. 30.000,00
Boks Arsip
Spesifikasi : boks arsip terbuat dari karton 5 Buah 31.500,00 0% Rp. 157.500,00
gelombang ( karton ...
boxfile besi 6 Pcs 94.900,00 0% Rp. 569.400,00
Spesifikasi : 2 susun
binder clip 24 Kotak 4.800,00 0% Rp. 115.200,00
Spesifikasi : 111 -oU0, . .200,
Map 6 Lusin 181.600,00 0% Rp. 1.089.600,00
Spesifikasi : snelhecter U o
Kotak Kartu Kendali
Spesifikasi : sarana tempat untuk menyimpan | 35 Buah 94.000,00 0% Rp. 3.290.000,00
folder simpan kartu ...
spidol o
Spesifikasi : padat 1 Kotak 132.000,00 0% Rp. 132.000,00
Stapler o
Spesifikasi : hd 50 1 Buah 26.500,00 0% Rp. 26.500,00
[#] ATK Bagian Peruu Kab/Kota (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 3.954.600,00
[-]1ATK Bagian Peruu Kab/Kota (Biro Hukum) Rp. 3.954.600,00
Anak Hecter 12 Kotak 27.000,00 0% Rp. 324.000,00

Spesifikasi : N0.10 isi 20




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
binder clip 12 Kotak 4.800,00 0% Rp. 57.600,00
Spesifikasi : 111 e e
binder clip 12 Kotak 3.400,00 0% Rp. 40.800,00
Spesifikasi : 107 400, . 40.800,
binder clip 12 Kotak 17.100,00 0% Rp. 205.200,00
Spesifikasi : 260 — ’ U
brief ordener 12 Kotak 54.300,00 0% Rp. 651.600,00
Spesifikasi : a4
binder clip o
Spesifikasi : no. 200 12 Kotak 12.700,00 0% Rp. 152.400,00
Brief Ordener 2 Dus 486.300,00 0% Rp. 972.600,00
Spesifikasi : folio
buku agenda 6 Buah 57.500,00 0% Rp. 345.000,00
Spesifikasi : isi 300 R ' e
Buku Ekspedisi o
Spesifikasi : 100 lbr 6 Buah 8.800,00 0% Rp. 52.800,00
Lakban 1 Lusin 124.800,00 0% Rp. 124.800,00
Spesifikasi : bening
Map e 2 Lusin 6.300,00 0% Rp. 12.600,00
Spesifikasi : spring
Memo Stick . 0
Spesifikasi : mm-36 1 Lusin 77.500,00 0% Rp. 77.500,00
sticky note
Spesifikasi : 9x5x9 2 Kotak 44.200,00 0% Rp. 88.400,00
pena 2 Kotak 282.900,00 0% Rp. 565.800,00
Spesifikasi : 1.0 mm R ’ U
pena 2 Kotak 68.300,00 0% Rp. 136.600,00
Spesifikasi : dong-a
stabillo o
Spesifikasi : 10 pcs 1 Kotak 94.700,00 0% Rp. 94.700,00
Stapler o
Spesifikasi : hd 10 6 Buah 8.700,00 0% Rp. 52.200,00
[#]1 ATK Bagian Peruu Prov (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 8.830.300,00
[-]1ATK Bagian Peruu Prov (Biro Hukum) Rp. 8.830.300,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Anak Hecter o
Spesifikasi : No.10 isi 20 46 Kotak 27.000,00 0% Rp. 1.242.000,00
binder clip
Spesifikasi : 107 42 Kotak 3.400,00 0% Rp. 142.800,00
binder clip o
Spesifikasi : 111 48 Kotak 4.800,00 0% Rp. 230.400,00
binder clip
Spesifikasi : 260 12 Kotak 17.100,00 0% Rp. 205.200,00
boxfile besi 6 Pcs 94.900,00 0% Rp. 569.400,00
Spesifikasi : 2 susun
BoxFile 24 Buah 35.200,00 0% Rp. 844.800,00
Spesifikasi : folio
binder clip
Spesifikasi : no. 200 12 Kotak 12.700,00 0% Rp. 152.400,00
brief ordener 12 Buah 54.300,00 0% Rp. 651.600,00
Spesifikasi : a4
Brief Ordener 5 Dus 486.300,00 0% Rp. 2.431.500,00
Spesifikasi : folio
buku agenda o
Spesifikasi - isi 300 12 Buah 57.500,00 0% Rp. 690.000,00
Buku Ekspedisi
Spesifikasi : 100 lor 6 Buah 15.800,00 0% Rp. 94.800,00
Correction Pen - 3 Kotak 53.700,00 0% Rp. 161.100,00
Spesifikasi : 12 pcs
Lakban =~ 1 Lusin 124.800,00 0% Rp. 124.800,00
Spesifikasi : bening
Map e 1 Lusin 6.300,00 0% Rp. 6.300,00
Spesifikasi : spring
pena o
Spesifikasi : 1.0 mm 3 Kotak 282.900,00 0% Rp. 848.700,00
stabillo o
Spesifikasi : 10 pcs 1 Kotak 94.700,00 0% Rp. 94.700,00
Stapler 0
Spesifikasi : hd 50 2 Buah 62.400,00 0% Rp. 124.800,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
sticky note o
Spesifikasi : 9x5x9 2 Kotak 44.200,00 0% Rp. 88.400,00
Memo Stick .
Spesifikasi : mms-654 2 Lusin 63.300,00 0% Rp. 126.600,00
5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 17.404.200,00
[ #] Kertas Bagian Bantuan Hukum (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 17.404.200,00
[ -] Kertas Bagian Bantuan Hukum Litigasi (Biro Hukum) Rp. 3.205.000,00
Kertas HVS ;
Spesifikasi : 75 gram A4 50 Rim 53.000,00 0% Rp. 2.650.000,00
Kertas HVS . o
Spesifikasi : 75 gram F4 10 Rim 55.500,00 0% Rp. 555.000,00
[ -] Kertas Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum) Rp. 2.145.000,00
Kertas HVS ; 0
Spesifikasi : 75 gram A4 30 Rim 53.000,00 0% Rp. 1.590.000,00
Kertas HVS . o
Spesifikasi : 75 gram F4 10 Rim 55.500,00 0% Rp. 555.000,00
[ -] Kertas Bagian Bantuan Hukum, subbag TU (Biro Hukum) Rp. 12.054.200,00
Kertas HVS ; 0
Spesifikasi : 75 gram A4 120 Rim 53.000,00 0% Rp. 6.360.000,00
Kertas HVS . o
Spesifikasi : 75 gram F4 100 Rim 55.500,00 0% Rp. 5.550.000,00
amplop casing 2 Pack 72.100,00 0% Rp. 144.200,00
Spesifikasi : super map
5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.700.000,00
[ #] Materai (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.700.000,00
[ -] Kertas Bagian Bantuan Hukum, subbag TU (Biro Hukum) Rp. 1.500.000,00
materai o
Spesifikasi : 10000 150 Buah 10.000,00 0% Rp. 1.500.000,00
[ - ] Materai Bagian Bantuan Hukum Litigasi (Biro Hukum) Rp. 700.000,00
materai o
Spesifikasi : 10000 70 Buah 10.000,00 0% Rp. 700.000,00
[ -] Materai Bagian Bantuan Hukum Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum) Rp. 500.000,00
materal 50 Buah 10.000,00 0% Rp. 500.000,00

Spesifikasi : 10000

5.1.02.01.01.0029

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer

Rp. 50.452.600,00

[ #] Bahan Komputer Bagian Bantuan Hukum (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 24.164.100,00

[ -1 Bahan Komputer Bagian Banhuk litigasi (Biro Hukum)

Rp. 5.991.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

T'”tasppr('e“;ﬁirkasi - wara lengkap 6 Set 500.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Tinta Printer o

Spesifikasi : 003 Black 6 Kotak 98.500,00 0% Rp. 591.000,00
toner 0

Spesifikasi : 107 a 3 Buah 800.000,00 0% Rp. 2.400.000,00

[ -1 Bahan Komputer Bagian Banhuk Non litigasi dan HAM (Biro Hukum) Rp. 2.328.700,00

tinta printer

Spesifikasi : black ink cartridge bt d60 bk 5 Buah 136.400,00 0% Rp. 682.000,00
Tlntaslj;ensti?ii(asi - warna lengkap 2 Set 500.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
tinta %rgét;;ikasi 136774100 1 Unit 222.300,00 0% Rp. 222.300,00
FlanéSpkesifikasi ‘64 gb 2 Buah 212.200,00 0% Rp. 424.400,00

[ -] Bahan Komputer Bagian Banhuk, subbagian TU (Biro Hukum) Rp. 15.844.400,00

catridge printer .

Spesifikasi : print head g series canon black 2 Unit 403.000,00 0% Rp. 806.000,00
catridge printer . 0

Spesifikasi : print head g seires canon colour 2 Unit 460.000,00 0% Rp. 920.000,00
mousgpesiﬁkasi . mp-y8Or - black 3 Unit 328.400,00 0% Rp. 985.200,00
F'anéSpkesiﬁkasi ‘32gb 10 Buah 168.000,00 0% Rp. 1.680.000,00
eXterg‘;‘)’é é’i?irkt;‘g'? {‘gg';“mch black 2 Unit 990.000,00 0% Rp. 1.980.000,00
T'”ta;g"anstﬁirkasi - wara lengkap 8 Set 500.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
tinta printer o

Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641 2 Buah 98.500,00 0% Rp. 197.000,00
T'”taspp”e“;ﬁirkasi - 003 Black 12 Kotak 98.500,00 0% Rp. 1.182.000,00
tinta printer 6 Buah 126.300,00 0% Rp. 757.800,00

Spesifikasi : black ink cartridge gi 790b




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Tinta Printer o
Spesifikasi : gt52 Buah 115.000,00 0% Rp. 690.000,00
tinta printer
Spesifikasi : gt51 Buah 115.000,00 0% Rp. 690.000,00
catridge printer . 0
Spesifikasi : cart 680 black Unit 155.000,00 0% Rp. 310.000,00
catridge printer .
Spesifikasi : cart 680/colour Unit 155.000,00 0% Rp. 310.000,00
tinta printer o
Spesifikasi : standar capacity black toner Buah 668.200,00 0% Rp. 1.336.400,00
[ #] Bahan Komputer Bagian Peruu Kab/Kota (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 11.015.000,00
[ -1 Bahan Komputer Bagian Peruu Kab/Kota (Biro Hukum) Rp. 11.015.000,00
Tinta Printer Set 500.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
Spesifikasi : warna lengkap
tinta printer . 0
Spesifikasi : ¢13t774100 Unit 222.300,00 0% Rp. 222.300,00
toner o
Spesifikasi : 35a Buah 1.208.000,00 0% Rp. 3.624.000,00
Flasdisk
Spesifikasi : 64 gb Buah 212.200,00 0% Rp. 636.600,00
catridge printer . 0
Spesifikasi : 810 Unit 224.000,00 0% Rp. 672.000,00
catridge printer .
Spesifikasi : 811 Unit 282.000,00 0% Rp. 846.000,00
catridge printer . 0
Spesifikasi : print head g series canon black Unit 403.000,00 0% Rp. 806.000,00
catridge printer . Unit 460.000,00 0% Rp. 920.000,00
Spesifikasi : print head g seires canon colour
tinta printer . o
Spesifikasi : black ink cartridge bt d60 bk Unit 136.400,00 0% Rp. 409.200,00
tinta printer Buah 126.300,00 0% Rp. 378.900,00

Spesifikasi :

black ink cartridge gi 790b

[ #] Bahan Komputer Bagian Peruu Prov (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 15.273.500,00

[ -1 Bahan Komputer Bagian Peruu Prov (Biro Hukum)

Rp. 15.273.500,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
catridge printer . 0
Spesifikasi : 745 5 Unit 236.000,00 0% Rp. 1.180.000,00
catridge printer .
Spesifikasi : 740 5 Unit 230.000,00 0% Rp. 1.150.000,00
Tinta Printer 8 Set 500.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Spesifikasi : warna lengkap
Tinta Printer
Spesifikasi : 003 Black 9 Kotak 98.500,00 0% Rp. 886.500,00
tinta printer o
Spesifikasi : black ink cartridge bt d60 bk 8 Buah 136.400,00 0% Rp. 409.200,00
tinta printer o
Spesifikasi : black ink cartridge gi 790b 6 Buah 126.300,00 0% Rp. 757.800,00
toner 2 Buah 1.254.000,00 0% Rp. 2.508.000,00
Spesifikasi : 85a e T
toner 2 Buah 983.000,00 0% Rp. 1.966.000,00
Spesifikasi : 79a e T
toner 2 Buah 1.208.000,00 0% Rp. 2.416.000,00
Spesifikasi : 35a e o
5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp. 23.730.000,00
[ #] Kegiatan rakor PeruuProv/PeruuKab-Kota/JDIH
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 23.730.000,00
[ -] Kegiatan rakor PeruuProv/PeruuKab-Kota/JDIH (Biro Hukum) Rp. 23.730.000,00
paper bag
Spesifikasi : bahan art carton, berwarna, 70x 3 Buah Kegiatan 25.000,00 0% Rp. 5.250.000,00
ukuran 30 x 10 cm
souvenir tumbler . 0
Spesifikasi : isi 500 ml, prod sablon 70x3 Buah Kegiatan 88.000,00 0% Rp. 18.480.000,00
5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp. 10.435.400,00
[ #] Kegiatan Pakai Habis Kantor Lainnya (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 10.435.400,00
[ -] Kegiatan Pakai Habis Kantor Lainnya (Biro Hukum) Rp. 10.435.400,00
Hand Sanitaizer . 0
Spesifikasi : 250 ml 6 Unit 85.100,00 0% Rp. 510.600,00
tissu 200 Buah 15.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Spesifikasi : 2 ply, 250 sheet e A
pengharum mobil 10 Buah 44.000,00 0% Rp. 440.000,00
Spesifikasi : 7 ml




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
pengharum ruangan 12 Buah 35.400,00 0% Rp. 424.800,00
Spesifikasi : -
bendera merah putih
Spesifikasi : 1 mtr x 1,5 mtr, Kain 2 Lembar 300.000,00 0% Rp. 600.000,00
Container Box 6 Buah 910.000,00 0% Rp. 5.460.000,00
Spesifikasi : 85x61x45cm bahan plastik U A
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 58.500.000,00
[ #] Kegiatan Mamin Rapat (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 58.500.000,00
[ -] Kegiatan Mamin Rapat (Biro Hukum) Rp. 58.500.000,00
Konsumsi Rapat Biasa 30 x 50 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 25.500.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 30x 25 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 33.000.000,00
Spesifikasi : Makan
. Rp.
Jumlah | 198.074.900,00

Provinsi Sumatera Barat,...........ccceevevvunreerne.
Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 170.008.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 170.008.000,00
Keluaran Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 Paket
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp.
170.008.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp.
' 170.008.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
" 170.008.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp.
A 170.008.000,00
. . . Rp.
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 170.008.000,00
. . Rp.
5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 170.008.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
[ #] Bahan Cetak/Penggandaan/Penjilidan (Biro Hukum) Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 170.008.000,00
[ -] Bahan Cetak Lembaran Daerah dan Berita daerah (Biro Hukum) Rp. 44.000.000,00
Cetak Buku Kerja o
Spesifikasi : buku kerja 160 Eksemplar 275.000,00 0% Rp. 44.000.000,00
[ -] Bahan Cetak/Penggandaan/Penjilidan (Biro Hukum) Rp. 94.633.000,00
Penggandaan Dokumen 195010 Lembar 300,00 0% Rp. 58.503.000,00
Spesifikasi : Hitam Putih ' U
jilid 0
Spesifikasi : soft cover full cover 910 Eksemplar 17.000,00 0% Rp. 15.470.000,00
jilid
Spesifikasi : hard cover full colour (ketebalan | 60 Eksemplar 92.000,00 0% Rp. 5.520.000,00
kurang lebih 2 r...
cetak map opd 1000 Buah 7.000,00 0% Rp. 7.000.000,00
Spesifikasi : full colour
cetak amplop 0
Spesifikasi : hitam/putih 50 Kotak 40.000,00 0% Rp. 2.000.000,00
cetak kwitansi o
Spesifikasi : kwitansi 5 warna, isi 50 sheet 140 Buah 26.000,00 0% Rp. 3.640.000,00
banner
Spesifikasi : bahan albatros dengan kaki 5 Buah 500.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
aluminium, ukuran 60 cm...
[ -] Cetak Perda/Pergub (Biro Hukum) Rp. 28.000.000,00
Jilid o
Spesifikasi : Hard Cover Full Colour 800 Eksemplar 35.000,00 0% Rp. 28.000.000,00
[ -] Spanduk kegiatan (Biro Hukum) Rp. 3.375.000,00
Cetak Spanduk . 0
Spesifikasi : Standar 15x5 M2 Kegiatan 45.000,00 0% Rp. 3.375.000,00
. Rp.
Jumlah : 170.008.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002




Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 25.284.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 30.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 25.284.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 25.284.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 25.284.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 25.284.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 25.284.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 25.284.000,00
5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp. 25.284.000,00
[ #] Koran/Majalah (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 25.284.000,00
[ -] Koran/Majalah (Biro Hukum) Rp. 25.284.000,00
Belanja Langganan Jurnal/ Surat
Kabar/Majalah o
Spesifikasi : Belanja Surat Kabar Harian 4x12 Orang Bulan 135.000,00 0% Rp. 6.480.000,00
(SKH) Singgalang
Belanja Langganan Jurnal/ Surat
Kabar/Majalah o
Spesifikasi : Belanja Surat Kabar Harian 4x12 Orang Bulan 135.000,00 0% Rp. 6.480.000,00
(SKH) Padang Expres
Belanja Langganan Jurnal/ Surat
Kabar/Majalah o
Spesifikasi : Belanja Surat Kabar Harian 1x12 Orang Bulan 170.000,00 0% Rp. 2.040.000,00
(SKH) Kompas
Belanja Langganan Jurnal/ Surat
Kabar/Majalah o
Spesifikasi : Belanja Surat Kabar Harian 3x12 Orang Bulan 135.000,00 0% Rp. 4.860.000,00
(SKH) Haluan
Belanja Langganan Jurnal/ Surat
Kabar/Majalah ; o
Spesifikasi : Belanja Surat Kabar Harian 1x12 Orang Kali 170.000,00 0% Rp. 2.040.000,00
(SKH) Republika
Majalah Tempo o 1x12 Orang Bulan 282.000,00 0% Rp. 3.384.000,00
Spesifikasi : Belanja Majalah Tempo U T
Jumlah : | Rp. 25.284.000,00
Provinsi Sumatera Barat,...........ccccccoevvneenne.
Sekretaris Daerah
YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 1.270.538.780,00
Alokasi 2027 : Rp. 650.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.270.538.780,00
Keluaran Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Rp.
5 BELANJA DAERAH 1.270.538.780,00
Rp.
5.1 BELANJA OPERASI 1.270.538.780,00
. Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.270.538.780,00
. Rp.
5.1.02.01 Belanja Barang 126.169.780,00
. . . Rp.
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 126.169.780,00
. Rp.
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 126.169.780,00
[ #] BBM Bimtek/Diklat/Workshop (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 1.500.000,00
[ -1 BBM Bimtek/Diklat/Workshop (Biro Hukum) Rp. 1.500.000,00
Bahan Bakar Minyak 1500000 Tahun 1,00 0% Rp. 1.500.000,00
Spesifikasi : pertamax
[ #] BBM Operasional/Perdin Pimpinan/TU (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 58.156.980,00
[ -1 BBM Operasional/Perdin Pimpinan/TU (Biro Hukum) Rp. 58.156.980,00
Bahan Bakar Minyak 40800825 Tahun 1,00 0% Rp. 40.800.825,00
Spesifikasi : dexlite
Bahan Bakar Minyak o
Spesifikasi : pertamax 17356155 Tahun 1,00 0% Rp. 17.356.155,00
[ #] BBM Perdin/Operasional Fasilitasi dan Evaluasi Kab/Kota (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 20.274.800,00
[ -1 BBM Perdin/Operasional Fasilitasi dan Evaluasi Kab/Kota (Biro Hukum) Rp. 20.274.800,00
Bahan Bakar Minyak 20274800 Tahun 1,00 0% Rp. 20.274.800,00
Spesifikasi : pertamax
[ #] BBM Perdin/Operasional Permasalahan Hukum (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 15.710.200,00
[ -1 BBM Perdin/Operasional Permasalahan Hukum (Biro Hukum) Rp. 15.710.200,00
Bahan Bakar Minyak 15710200 Tahun 1,00 0% Rp. 15.710.200,00
Spesifikasi : pertamax
[ #] BBM Perdin/Operasional Permasalahan Hukum Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum) Ro. 7.921.800.00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) p. £921.699,
[ -1 BBM Perdin/Operasional Permasalahan Hukum Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum) Rp. 7.921.800,00
Bahan Bakar Minyak o
Spesifikasi : pertamax 7921800 Tahun 1,00 0% Rp. 7.921.800,00
[ #]1 BBM Perdin/Operasional PerUU Prov (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 20.106.000,00
[ -1 BBM Perdin/Operasional PerUuU Prov (Biro Hukum) Rp. 20.106.000,00
Bahan Bakar Minyak 20106000 Tahun 1,00 0% Rp. 20.106.000,00
Spesifikasi : pertamax
[ #] BBM Perdin Perdin Perencanaan/Penganggaran/Capaian Kinerja/Evaluasi (Biro Hukum) Ro. 2.500.000.00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) p. £-508.005,
[ -1 BBM Perdin Perdin Perencanaan/Penganggaran/Capaian Kinerja/Evaluasi (Biro Hukum) Rp. 2.500.000,00
Bahan Bakar Minyak 2500000 Tahun 1,00 0% Rp. 2.500.000,00

Spesifikasi : pertamax




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
. . . Rp.
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.144.369.000,00
. . . . Rp.
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.144.369.000,00
. . . . Rp.
5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.144.369.000,00
[ #] Perdin Dalam Provinsi Fasilitasi dan Evaluasi Kab/Kota (Biro Hukum) Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 108.215.000,00
. . e . . Rp.
[ -] Perdin Dalam Provinsi Fasilitasi dan Evaluasi Kab/Kota (Biro Hukum) 108.215.000,00
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri . o
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 10x1x19 Orang Hari Kali 380.000,00 0% Rp. 72.200.000,00
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar - 0
Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon 1x1x5 Orang Hari Kali 1.353.000,00 0% Rp. 6.765.000,00
/Gol.IvV
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.lll. - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 9x1x5 Orang Hari Kali 650.000,00 0% Rp. 29.250.000,00
[ #] Perdin Dalam Provinsi Pendokumentasian (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 32.325.000,00
[ -1 Perdin Dalam Provinsi Pendokumentasian (Biro Hukum) Rp. 32.325.000,00
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 3x1x19 Orang Hari Kali 380.000,00 0% Rp. 21.660.000,00
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar Cn 0
Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon 1x1x5 Orang Hari Kali 1.353.000,00 0% Rp. 6.765.000,00
/Gol.IvV
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.lll. - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 2x1x3 Orang Hari Kali 650.000,00 0% Rp. 3.900.000,00
[ #] Perdin Dalam Provinsi Pengaturan (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 74.015.000,00
[ -] Perdin Dalam Provinsi Pengaturan (Biro Hukum) Rp. 74.015.000,00
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 10x2x5 Orang Hari Kali 380.000,00 0% Rp. 38.000.000,00
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar S 0
Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon 1x1x5 Orang Hari Kali 1.353.000,00 0% Rp. 6.765.000,00
N/Gol.IvV
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.lll. - o
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 9x1x5 Orang Hari Kali 650.000,00 0% Rp. 29.250.000,00

[ #] Perdin Dalam Provinsi Permasalahan Hukum (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 82.209.000,00

[ -] Perdin Dalam Provinsi Permasalahan Hukum dalam rangka menghadiri sidang perkara/monev/inventarisasi perkara (Biro Hukum)

Rp. 82.209.000,00

Uang Harian Perjadin Dalam Negeri

Spesifikasi : SUMATERA BARAT 4x1x45

Orang Hari Kali

380.000,00

0%

Rp. 68.400.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar S 0

Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon 1x1x3 Orang Hari Kali 1.353.000,00 0% Rp. 4.059.000,00
/Gol.IV
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.lll. - 0

Spesifikasi : SUMATERA BARAT 3x1x5 Orang Hari Kali 650.000,00 0% Rp. 9.750.000,00

[ #] Perdin Dalam Provinsi Permasalahan Hukum Non Litigasi dan HAM (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 34.925.000,00

[ -] Perdin Dalam Provinsi Permasalahan Hukum Non Litigasi dan HAM dalam rangka inventarisasi/verifikasi bantuan advokasi hukum

dan monev aksi HAM (Biro Hukum)

Rp. 34.925.000,00

Uang Harian Perjadin Dalam Negeri S 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 3x1x19 Orang Hari Kali 380.000,00 0% Rp. 21.660.000,00
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar - 0
Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon 1x1x5 Orang Hari Kali 1.353.000,00 0% Rp. 6.765.000,00
/Gol.IvV
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.lll. - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 2x1x5 Orang Hari Kali 650.000,00 0% Rp. 6.500.000,00
[ #] Perdin Dalam Provinsi Pimpinan/TU (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 77.380.000,00
[ -] Perdin Dalam Provinsi Pimpinan/TU (Biro Hukum) Rp. 77.380.000,00
Uang Harian Perjadin Dalam Negeri - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 5x2x12 Orang Hari Kali 380.000,00 0% Rp. 45.600.000,00
Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota 1x2x10 Orang Hari Kall 150.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Spesifikasi : Pejabat Eselon Il
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar 1x1x5 Orang Hari Kali 1.750.000,00 0% Rp. 8.750.000,00
Spesifikasi : Anggota DPRD/Pejabat Eselon Il
Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam
Provinsi Sumbar Cn 0
Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon 2x1x5 Orang Hari Kali 1.353.000,00 0% Rp. 13.530.000,00
/Gol.IvV
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.lll. - 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 2xXx1x5 Orang Hari Kali 650.000,00 0% Rp. 6.500.000,00

[ #] Perdin Luar Provinsi (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp.
735.300.000,00

[ -] Perdin Luar Provinsi dalam rangka konsultasi/koordinasi/studi komparatif/pendampingan DPRD/Persidangan/Permasalahan Hukum

Litigasi dan Non Litigasi HAM/Bimtek/dll (Biro Hukum)

Rp.
735.300.000,00

Uang Harian Perjadin Dalam Negeri (Luar

insi . . Rp.
Provinsi) 10x3x 10 Orang Hari Kali 530.000,00 0%

Spesifikasi : D.K.l. JAKARTA 159.000.000,00
Representasi Perjalanan Dinas Luar Kota 1x3x10 Orang Hari Kali 150.000.00 0% Rp. 4.500.000,00

Spesifikasi : Pejabat Eselon Il




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Penginapan Anggota DPRD/Pejabat Eselon I - 0
Spesifikasi : D.K. . JAKARTA 1x2x10 Orang Hari Kali 1.490.000,00 0% Rp. 29.800.000,00
Penginapan Pejabat Eselon Ill/Gol.IV S
Spesifikasi : D.K. . JAKARTA 5x2x10 Orang Hari Kali 992.000,00 0% Rp. 99.200.000,00
Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.llI Co 0
Spesifikasi : D.K. . JAKARTA 4x2x10 Orang Hari Kali 730.000,00 0% Rp. 58.400.000,00
Biaya Tiket Kelas Ekonomi . o Rp.
Spesifikasi : PADANG-JAKARTA 10x 10 Orang / PP Kali 2:952.000,00 0% 295.200.000,00
Biaya Taksi Dalam Negeri . 0
Spesifikasi : SUMATERA BARAT 10x2x 10 Orang pp Kali 190.000,00 0% Rp. 38.000.000,00
Biaya Taksi Dalam Negeri ) 0
Spesifikasi : D.K. . JAKARTA 10x2x 10 Orang pp Kali 256.000,00 0% Rp. 51.200.000,00
Jumlah : Rp.

1.270.538.780,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 4.608.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 2.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 4.608.000,00
Keluaran Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 Dokumen
Hasil Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 4.608.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 4.608.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.608.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 4.608.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 4.608.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 4.608.000,00

] éi%bbu;r%i':;?lg’%ngﬁ%ngerN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.608.000,00

[ -] Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 4.608.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 2 x 24 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Spesifikasi : Golongan IV
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 3x24 Orang 20.000,00 0% Rp. 1.440.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 3x24 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 1.224.000,00
Makan Lembur ; 0
Spesifikasi : ASN/Non ASN 8x3 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 744.000,00
Jumlah : Rp. 4.608.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi

NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




Formulir
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN RKA-BELANJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 - Rp. 307.933.620,00
Alokasi 2027 : Rp. 100.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 %
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 307.933.620,00
Keluaran Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit
Hasil Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Rp.
5 BELANJA DAERAH 307.933.620.00
Rp.
5.2 BELANJA MODAL 307.933.620 00
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 307.933 GZOR&
. Rp.
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 307.933.620 00
5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 273131 700R(§)6
5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer 273131 700R0pé
[ #] Sarpras ASN (Biro Hukum) Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 273.131.700,00
. Rp.
[-] Sarpras ASN (Biro Hukum) 273.131.700,00
Laptop . o Rp.
Spesifikasi : intel i7 6 Unit 18.698.900,00 0% 112.193.400,00
p.c unit . o Rp.
Spesifikasi : prosesor: i7 6 Unit 16.964.900,00 0% 101.789.400,00
pengadaan tablet
Spesifikasi : chipset: qualcomm snapdragon 3 Unit 19.716.300,00 0% Rp. 59.148.900,00
865+ kamera belakang ...
5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer Rp. 34.801.920,00
5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer Rp. 34.801.920,00
[ #] Sarpras ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 34.801.920,00
[ -] Sarpras ASN (Biro Hukum) Rp. 34.801.920,00
Printer . o
Spesifikasi : 4800 x 1200 dpi 6 Unit 5.800.320,00 0% Rp. 34.801.920,00
. Rp.
Jumlah : 307.933.620,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA-BELANJA

SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 2.500.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 3.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 2.500.000,00
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan
Hasil Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 2.500.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 2.500.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 2.500.000,00
5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp. 2.500.000,00

 umber Dana - PENDAPATAN ASL| DAERAH (PAD) Rp. 2.500.000,00

[ -1 BBM Operasional Persuratan (Biro Hukum) Rp. 2.500.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rinci Perhitungan

Jumlah

Koefisien

Satuan

Harga

PPN

Bahan Bakar Minyak
Spesifikasi : pertamax

2500000

Tahun

1,00

0% Rp. 2.500.000,00

Jumlah : Rp. 2.500.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 7.200.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 5.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 7.200.000,00
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan
Hasil Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 7.200.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 7.200.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 7.200.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 7.200.000,00

5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

Rp. 7.200.000,00

[ #] Fasilitas Rapat Virtual (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 7.200.000,00

[ -] Fasilitas Rapat Virtual (Biro Hukum)

Rp. 7.200.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rinci Perhitungan

Jumlah

Koefisien

Satuan

Harga

PPN

ZOOM MEETING (PRO)

Spesifikasi : Kapasitas 100 User 1 Host

24

Bulan

300.000,00

0% Rp. 7.200.000,00

Jumlah : Rp. 7.200.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 184.800.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 200.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 184.800.000,00
Keluaran Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan
Hasil Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp.
184.800.000,00
5.1 BELANJA OPERASI Rp.
’ 184.800.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
" 184.800.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp.
40 J 184.800.000,00
. . Rp.
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 184.800.000,00
. Rp.
5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 184.800.000,00
[ #] Sewa kendaraan dinas Pimpinan (Biro Hukum) Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 184.800.000,00
. N . Rp.
[ -] Sewa kendaraan dinas Pimpinan (Biro Hukum) 184.800.000,00
Toyota New Innova 2.4 Venturer MT Diesel o Rp.
Spesifikasi : 2022 12 Bulan 15.400.000,00 0% 184.800.000,00
. Rp.
Jumlah =\ 184 800.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




Formulir

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKABELANJA

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 74.090.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 75.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi 100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 74.090.000,00
Keluaran Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit
Hasil Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 74.090.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 74.090.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 74.090.000,00
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 11.200.000,00

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor

Rp.

11.200.000,00

5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

Rp.

11.200.000,00

[ #] Jasa Randis Operasional/Jabatan (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp.

11.200.000,00

[ -] Jasa Randis Operasional/Jabatan (Biro Hukum)

Rp.

11.200.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor . 2 Unit / Tahun 2.500.000,00 0% Rp. 5.000.000,00
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Operasional
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor . o
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Roda 2 4 Unit / Tahun 550.000,00 0% Rp. 2.200.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 1 Unit / Tahun 4.000.000,00 0% Rp. 4.000.000,00
Spesifikasi : Pajak Kendaraan Pimpinan
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 62.890.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 62.890.000,00
5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp. 62.890.000,00
[ #] Jasa Randis Operasional/Jabatan (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 62.890.000,00
[ -] Jasa Randis Operasional/Jabatan (Biro Hukum) Rp. 62.890.000,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Roda 4 (Empat) 2 Unit/ Tahun 20.000.000,00 0% Rp. 40.000.000,00
Spesifikasi : Sampai dengan Tahun 2018
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat
Eselon Il 1 Unit / Tahun 15.190.000,00 0% Rp. 15.190.000,00
Spesifikasi : Tahun 2018 Keatas
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Roda 2 (Dua) 2 Unit / Tahun 2.300.000,00 0% Rp. 4.600.000,00
Spesifikasi : Sampai dengan Tahun 2018
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
Roda 2 (Dua) 2 Unit / Tahun 1.550.000,00 0% Rp. 3.100.000,00
Spesifikasi : Tahun 2018 Keatas
Jumlah : | Rp. 74.090.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan

:4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 14.080.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 10.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi

100 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 14.080.000,00
Keluaran Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit
Hasil Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 14.080.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 14.080.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.080.000,00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan Rp. 14.080.000,00
5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp. 14.080.000,00

5.1.02.03.02.0117

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya

Rp. 2.500.000,00

[ #] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 2.500.000,00

[ -] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum)

Rp. 2.500.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Pemeliharaan Mesin Photocopy . 0
Spesifikasi : Service dan Suku Cadang 1 Unit 2.500.000,00 0% Rp. 2.500.000,00
5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp. 7.320.000,00
[ #] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 7.320.000,00
[ -] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum) Rp. 7.320.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor . 0
Spesifikasi : AC Split 12 Unit / Tahun 610.000,00 0% Rp. 7.320.000,00
5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Rp. 2.190.000,00
[ #] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.190.000,00
[ -] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum) Rp. 2.190.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor . 0
Spesifikasi : Personal Computer/Notebook 3 Unit / Tahun 730.000,00 0% Rp. 2.190.000,00
5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp. 2.070.000,00
[ #] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 2.070.000,00
[ -] Jasa Pemeliharaan Sarpras Ruangan/ Pegawai (Biro Hukum) Rp. 2.070.000,00
Pemeliharaan Sarana Kantor 3 Unit / Tahun 690.000,00 0% Rp. 2.070.000,00
Spesifikasi : Printer
Jumlah Rp. 14.080.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi

NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Kegiatan

: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Pengaturan

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 74.752.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 630.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum

90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 74.752.000,00
Keluaran Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 65 Dokumen
Hasil Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Pengaturan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 74.752.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 74.752.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 74.752.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 52.770.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 52.770.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 52.770.000,00
[ #]1 Mamin Rapat Pembahasan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 48.500.000,00
[ -] Mamin Rapat Pembahasan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) Rp. 48.500.000,00
Konsumsi Rapat Biasa 20 x 65 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 22.100.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 20 x 30 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 26.400.000,00
Spesifikasi : Makan T TeTTE
[ #] Rakor Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) RD. 4.270.000.00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) p. 2. ' ’
[ -] Rakor Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) Rp. 4.270.000,00
Konsumsl Rapat Biasa 70 Orang / Kali 17.000,00 0% Rp. 1.190.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 70 Orang / Kali 44.000,00 0% Rp. 3.080.000,00
Spesifikasi : Makan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 21.982.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 21.982.000,00
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.250.000,00
[ #] Rakor Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) Ro. 4.250.000.00
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) p. 4.290.5U5,
[ -] Rakor Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) Rp. 4.250.000,00
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il ke bawah / 1x2x0.5 Orang Jam Kegiatan 900.000,00 0% Rp. 900.000,00
yang disetarakan
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang 1x2x0.5 Orang Jam Kegiatan 1.000.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
disetarakan
Jasa Moderator 1x05 Orang Kegiatan 700.000,00 0 % Rp. 350.000,00
Spesifikasi : Non Profesional ’ g Keg e 0 P: e
Jasa Pembawa Acara . 1x05 Orang Kegiatan 400.000,00 0% Rp. 200.000,00
Spesifikasi : Non Profesional ’ A ’ U
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il ke bawah / 1x2 Orang Jam 900.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
yang disetarakan

5.1.02.02.01.0007

Honorarium Rohaniwan

Rp. 200.000,00

[ #] Rakor Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 200.000,00

[ -] Rakor Penyusunan dan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Biro Hukum)

Rp. 200.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
jasa peningkatan mental/fisik aparatur 1 Oran 200.000.00 0 % Ro. 200.000.00
Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD 9 e 0 P: e
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 17.532.000,00
[ #] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 17.532.000,00
[ -] Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 17.532.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN o
Spesifikasi : Golongan IV 2x60 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 3.000.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 7 x 60 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 8.400.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 2x60 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 2.040.000,00
Makan Lembur ; )
Spesifikasi : ASN/Non ASN 11x12 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 4.092.000,00
Jumlah : | Rp. 74.752.000,00

Provinsi Sumatera Barat,...........cccceeeevunreenne.
Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Kegiatan

: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Penetapan

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 9.360.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 40.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum

90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 9.360.000,00
Keluaran Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun 800 Dokumen
Hasil Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum

Penetapan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 9.360.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 9.360.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 9.360.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 9.360.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 9.360.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 9.360.000,00
[ #]1 Mamin Rapat Pembahasan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 9.360.000,00
[ -] Mamin Rapat Pembahasan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) Rp. 9.360.000,00
Konsumsi Rapat Biasa 20 x 12 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 4.080.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 20X 6 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 5.280.000,00
Spesifikasi : Makan T T
Jumlah : Rp. 9.360.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Kegiatan

: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 20.272.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 175.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum

90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 20.272.000,00
Keluaran Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 160 Dokumen
Hasil Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 20.272.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 20.272.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 20.272.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 4.270.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 4.270.000,00

5.1.02.01.01.0052

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 4.270.000,00

[ #] Rakor JDIH Se-Sumbar
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 4.270.000,00

[ -] Rakor JDIH Se-Sumbar

Rp. 4.270.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Konsumsi Rapat Biasa 70 Orang / Kali 17.000,00 0% Rp. 1.190.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 70 Orang / Kali 44.000,00 0% Rp. 3.080.000,00
Spesifikasi : Makan T T
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 16.002.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 16.002.000,00
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.250.000,00
[ #] Rakor JDIH Se-Sumbar
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.250.000,00
[ -] Rakor JDIH Se-Sumbar Rp. 4.250.000,00
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il ke bawah / 1x2x0.5 Orang Jam Kegiatan 900.000,00 0% Rp. 900.000,00
yang disetarakan
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il/ yang 1x2x0.5 Orang Jam Kali 1.000.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
disetarakan
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il ke bawah / 1x2 Orang Jam 900.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
yang disetarakan
Jasa Moderator 1%05 Orang Kegiatan 700.000,00 0 % Rp. 350.000,00
Spesifikasi : Non Profesional ’ g Keg e 0 P: e
Jasa Pembawa Acara 1x05 Orang Kegiatan 400.000,00 0 % Rp. 200.000,00
Spesifikasi : Non Profesional ’ g Keg T 0 P: e
5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan Rp. 200.000,00
[ #] Rakor JDIH Se-Sumbar
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 200.000,00
[ -] Rakor JDIH Se-Sumbar Rp. 200.000,00
jasa peningkatan mental/fisik aparatur . 0
Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD 1 Orang / Kegiatan 200.000,00 0% Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 11.552.000,00
[#] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 11.552.000,00
[-]Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 11.552.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 2x32 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 1.600.000,00
Spesifikasi : Golongan IV
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 3x32 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 1.920.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN 2 x 32 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 1.088.000,00

Spesifikasi : Non ASN




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

Rinci Perhitungan

Jumlah

Koefisien

Satuan

Harga

PPN

Makan Lembur
Spesifikasi : ASN/Non ASN

7x32

Orang Jam

31.000,00

0% Rp. 6.944.000,00

Jumlah : | Rp. 20.272.000,00

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Kegiatan

: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum

Kabupaten/Kota

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 101.570.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 625.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum

90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 101.570.000,00
Keluaran Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 100 Dokumen
Hasil Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi 100 %

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum

Kabupaten/Kota

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir

Keluaran Sub Kegiatan

: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Keterangan




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Rp.
5 BELANJA DAERAH 101.570.000.00
Rp.
51 BELANJA OPERASI 101.570.000.00
. Rp.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.570.000.00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 82.270.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 82.270.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 82.270.000,00
[ #] Mamin Rapat Pembahasan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 78.000.000,00
[ -] Mamin Rapat Pembahasan Produk Hukum Daerah (Biro Hukum) Rp. 78.000.000,00
Konsumsi Rapat Biasa 20 x 100 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 34.000.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 20 x 50 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 44.000.000,00
Spesifikasi : Makan
[ #] Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se-Sumbar
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.270.000,00
[ -] Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se-Sumbar Rp. 4.270.000,00
Konsumsi Rapat Biasa 70 Orang / Kali 17.000,00 0% Rp. 1.190.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa 70 Orang / Kali 44.000,00 0% Rp. 3.080.000,00
Spesifikasi : Makan e A
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 19.300.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 19.300.000,00
5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 4.250.000,00
[ #] Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se-Sumbar
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 4.250.000,00
[ -] Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se-Sumbar Rp. 4.250.000,00
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il ke bawah / 1x2x0.5 Orang Jam Kegiatan 900.000,00 0% Rp. 900.000,00
yang disetarakan
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon Il ke bawah / 1x2 Orang Jam 900.000,00 0% Rp. 1.800.000,00
yang disetarakan
Jasa Narasumber/ Pembahas
Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang 1x2x05 Orang Jam Kegiatan 1.000.000,00 0% Rp. 1.000.000,00
disetarakan
Jasa Moderator 1x05 Orang Kegiatan 700.000,00 0% Rp. 350.000,00
Spesifikasi : Non Profesional ’ e ’ U
Jasa Pembawa Acara 1x0.5 Orang Kegiatan 400.000,00 0% Rp. 200.000,00

Spesifikasi : Non Profesional

5.1.02.02.01.0007

Honorarium Rohaniwan

Rp. 200.000,00

[ #] Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se-Sumbar

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 200.000,00

[ -] Rakor Kabag Hukum Kab/Kota se-Sumbar

Rp. 200.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
jasa peningkatan mental/fisik aparatur . 0
Spesifikasi : Pembaca Doa pada acara SKPD 1 Orang / Kegiatan 200.000,00 0% Rp. 200.000,00
5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur Rp. 14.850.000,00
[ #] Lembur ASN (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 14.850.000,00
[ -] Lembur ASN (Biro Hukum) Rp. 14.850.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN o
Spesifikasi : Golongan IV 1x48 Orang Jam 25.000,00 0% Rp. 1.200.000,00
Uang Lembur bagi Pegawai ASN 10 x 48 Orang Jam 20.000,00 0% Rp. 9.600.000,00
Spesifikasi : Golongan Il
Uang Lembur bagi Pegawai Non ASN o
Spesifikasi : Non ASN 2x48 Orang Jam 17.000,00 0% Rp. 1.632.000,00
Makan Lembur ; )
Spesifikasi : ASN/Non ASN 13x6 Orang Kali 31.000,00 0% Rp. 2.418.000,00
Jumlah : Rp

101.570.000,0(':)

Provinsi Sumatera Barat,

Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Kegiatan

: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 161.350.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 670.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum

90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 161.350.000,00
Keluaran Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan 7 Kasus
Hasil Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp.
161.350.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp.
' 161.350.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp.
" 161.350.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.850.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.850.000,00
5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 5.850.000,00
[ #] Mamin Rapat Pembahasan/inventarisasi Perkara (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 5.850.000,00
[ -1 Mamin Rapat Pembahasan/inventarisasi Perkara (Biro Hukum) Rp. 5.850.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Konsumsi Rapat Biasa 15 x 10 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 2.550.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa .
e 15x5 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 3.300.000,00
Spesifikasi : Makan
. Rp.
5.1.02.02 Belanja Jasa 155.500.000.00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 28.000.000,00
5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara Rp. 28.000.000,00
[ #] Pengurusan Perkara/beracara di Pengadilan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 28.000.000,00
[ -1 Pengurusan Perkara/beracara di Pengadilan Rp. 28.000.000,00
Jasa Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan
Beracara 10 Orang / Kegiatan 1.800.000,00 0% Rp. 18.000.000,00
Spesifikasi : Jasa Beracara
Jasa Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan
Beracara . o
Spesifikasi : Pemberi Keterangan/ Saksi 10 Orang / Kegiatan 1.000.000,00 0% Rp. 10.000.000,00
Fakta
5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 127500 OOORgd
5.1.02.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 127500 OOORgd
[ #] Pengurusan Administrasi Perkara di Pengadilan
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 27.500.000,00
[ -1 Pengurusan Administrasi Perkara di Pengadilan Rp. 27.500.000,00
Biaya Jasa Konsultansi Hukum
Spesifikasi : Biaya Pengambilan Putusan 7 Perkara 500.000,00 0% Rp. 3.500.000,00
Perkara
Biaya Jasa Konsultansi Hukum
Spesifikasi : Panjar Biaya Perkara 2 Perkara 12.000.000,00 0% Rp. 24.000.000,00
(Pendaftaran Gugatan, Banding...
[ #] Pengurusan Perkara Litigasi/Non Litigasi Rp.
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 100.000.000,00
L L Rp.
[ -] Pengurusan Perkara Litigasi/Non Litigasi 100.000.000.00
Biaya Jasa Konsultansi Hukum R
Spesifikasi : Jasa Konsultan Penanganan 2 Perkara 50.000.000,00 0% 100.000.000 é)o
Perkara Litigasi dan Non... T
Rp.
Jumiah 161.350.000,00

Provinsi Sumatera Barat,...........ccccoeeeeeeeeens
Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002




Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

Data Kosong




RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA-BELANJA
SKPD

Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Urusan Pemerintahan

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan

:4.01 SEKRETARIAT DAERAH

Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi

:4.01.0.00.0.00.01.0009 BIRO HUKUM

Program

:4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

Kegiatan

: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum

Sub Kegiatan

:4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

SPM

Jenis Layanan

Sumber Pendanaan

: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi

: Kota Padang, Padang Barat, Padang Pasir

Waktu Pelaksanaan

: Januari s.d Desember

Kelompok Sasaran

: Pemerintah Daerah dan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Alokasi 2025 : Rp. 0,00
Alokasi 2026 : Rp. 80.850.000,00
Alokasi 2027 : Rp. 180.000.000,00
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program

Persentase ketercapaian fasilitasi dan koordinasi hukum

90 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 80.850.000,00
Keluaran Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 10 Kasus
Hasil Persentase Bantuan Hukum yang Difasilitasi 100 %
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Lokasi : Provinsi Sumatera Barat, Kecamatan Padang Barat, Kelurahan Padang Pasir
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d Desember
Keterangan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rinci Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH Rp. 80.850.000,00
51 BELANJA OPERASI Rp. 80.850.000,00
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 80.850.000,00
5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 5.850.000,00
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 5.850.000,00

5.1.02.01.01.0052

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Rp. 5.850.000,00

[ #] Mamin Rapat Pembahasan/Inventarisasi Bantuan Hukum dan RANHAM (Biro Hukum)
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Rp. 5.850.000,00

[ -1 Mamin Rapat Pembahasan/Inventarisasi Bantuan Hukum dan RANHAM (Biro Hukum)

Rp. 5.850.000,00




Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rinci Perhitungan

Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN
Konsumsi Rapat Biasa 15x 10 Orang Kali 17.000,00 0% Rp. 2.550.000,00
Spesifikasi : Kudapan
Konsumsi Rapat Biasa .
o 15x5 Orang Kali 44.000,00 0% Rp. 3.300.000,00
Spesifikasi : Makan
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 75.000.000,00
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 75.000.000,00
5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp. 75.000.000,00

[ #] Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat yang berperkara di pengadilan melalui LBH terakreditasi

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp. 75.000.000,00

[ -] Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat yang berperkara di pengadilan melalui LBH terakreditasi Rp. 75.000.000,00

Jasa Petugas Penanganan Perkara
Spesifikasi : Advokasi Hukum bagi 10 Kasus 7.500.000,00 0% Rp. 75.000.000,00
Masyarakat Miskin

Jumlah : | Rp. 80.850.000,00

Provinsi Sumatera Barat,...............ccoceennnnnnns
Sekretaris Daerah

YOZARWARDI U.P, S.Hut. MSi
NIP. 196904061997011002

Pembahasan

Tanggal

Catatan

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Data Kosong






